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PENGANTAR DIREKSI

Segenap Manajemen yang kami hormati,

Kita berada dalam suatu era yang menghendaki pengelolaan usaha yang lebih baik
melalui tata kelola secara bertanggung jawab dengan sikap kehati-hatian agar dapat

memberikan nilai tambah bagi peserta dan pihak lain yang berkepentingan.

Oleh karena itu diharapkan segenap Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa
keberhasilan dan kinerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum
PERUMNAS) sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku dan kinerja segenap pengelola baik
secara individu maupun lembaga. Hal ini membutuhkan kesadaran dan upaya penuh dari

segenap Manajemen pengelola Perum PERUMNAS.

Pedoman Good Corporate Governance, dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta
pedoman lain yang telah disusun ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk
membangun good corporate governance yang lebih baik lagi di lingkungan Perum

PERUMNAS

Marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola Perum PERUMNAS
dengan tata kelola yang lebih baik. Menerapkan apa yang tertulis dengan benar dan baik
pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki. Kita yakin bahwa segala upaya
sekecil apapun akan memberi makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat di masa

depan.

Jakarta, Juni 2010

PERUM PERUMNAS,

Direktur Utama
e

Himawan Arief Sugoto



KATA SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGAWAS

Kita sadari sepenuhnya bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan usaha sekali jadi,
namun merupakan proses berkelanjutan menuju hasil yang terbaik sehingga dalam
jangka panjang tentunya akan berpengaruh positif pada kinerja secara keseluruhan.
Penerapan praktik-praktik itu sendiri seyogyanya selalu ditingkatkan agar sejalan dengan

dinamika perubahan lingkungan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik diterbitkannya Pedoman Good
Corporate Governance dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta Pedoman lainnya
sebagai wujud komitmen Manajemen Perum PERUMNAS untuk benar-benar
mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu kepada praktik terbaik yang

ada saat ini.

Harapan kami pedoman yang mencakup berbagai aspek ini bukan hanya menjadi target
kegiatan semata, namun benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas

perusahaan guna menciptakan good corporate governance di lingkungan perusahaan.

Jakarta, Juni 2010

Dewan Pengawas
Ketua

Zulfi Syarif Koto
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PERNYATAAN KOMITMEN

KOMITMEN PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERUM PERUMNAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa :

Good Corporate Governance dalam pengelolaan Perum PERUMNAS bukan suatu pilihan
(optional), melainkan suatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi demi

keberhasilan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Kami bertekad menerapkan good corporate governance di dalam menjalankan amanah
sebagai Dewan Pengawas dan Direksi secara konsisten, yang kami tuangkan ke dalam

Pedoman Good Corporate Governance (Code of Corporate Governance) ini.

Beberapa praktik pengelolaan Perum PERUMNAS yang belum diatur oleh Perundang-
undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta
menuju kepada perbaikan perusahaan secara terus menerus (continuous improvement),

kami sepakat menerapkan praktik terbaik (best practices) tersebut.

DIREKSI

1. l/// 4
Himawan Arief Sugoto
Direktur Utama

———”/___
Sunardi
Direktur Korporasi & Pertanahan
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Teddy Robinson Siahaan
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HM. Kamal Kusmantoro
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Hakiki Sudrajat
Direktur Keuangan & SDM

Jakarta, Juni 2010
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4

et ma #5005
Zulfi Syarif Koto
Ketua Dewan Pengawas

aruhum Batubara
Anggota Dewan Pengawass

L

Ismanto
Anggota Dewan Pengawas

—

Sonatha Halim Yusuf
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BAB |
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Tatakelola perusahaan yang baik atau good corporate governance selanjutnya
disingkat dengan GCG adalah proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemilik Modal/RPB dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
perusahaan berlandaskan peraturan dan nilai etika. Stakeholders perusahaan
antara lain pemilik, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, karyawan, pelanggan,
pemerintah dan masyarakat luas.

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Perum Perumnas ini merupakan
wujud komitmen dan langkah proaktif manajemen untuk menerapkan tata kelola
yang lebih baik bagi perusahaan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah
dengan dikeluarkannya SK Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 vyang
mewajibkan penerapan praktik good corporate governance sebagai landasan
operasional pengelolaan BUMN. Sejalan pula dengan ditetapkannya Undang-
undang BUMN yang di dalamnya terkandung pengelolaan BUMN dengan
berlandaskan praktik dan prinsip good corporate governance.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN (termasuk Perum) memiliki peran
strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan
swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi
disamping sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan. Untuk dapat
mengoptimalkan peran tersebut dan mampu mempertahankan keberadaannya
dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN
perlu menumbuhkan budaya perusahaan dan profesionalisme melalui penerapan
good corporate governance dalam sistem pengelolaan BUMN.

Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) adalah perusahaan
yang sahamnya dimiliki oleh negara. Pemilik mendelegasikan kewenangan
pengawasan kepada Dewan Pengawas sementara Direksi adalah organ
perusahaan yang melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas
pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perum Perumnas serta
mewakili Perum Perumnas, baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona
standi in judicio).

B. TUJUAN

Tujuan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada Perum
Perumnas adalah:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja (high
performance) serta citra perusahaan yang baik (good corporate image).
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2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan
efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
perusahaan.

3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran
akan adanya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholders.

4. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih
efisien dan efektif.

5. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan dan pekerja
dalam menjalankan bisnis perusahaan.

6. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan
perusahaan.

C. PRINSIP TATAKELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan senantiasa berupaya melaksanakan kegiatan dengan cara yang
dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas Perusahaan
terhadap kepentingan Pemilik Modal dan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan aktivitas Perusahaan.

Perusahaan senantiasa mematuhi undang-undang dan peraturan terkait dan
meningkatkan kepatuhan dan praktik yang baik dalam pengelolaan bisnis di
lingkungan Perusahaan berada.

Perusahaan mendukung inisiatif berkaitan dengan praktik good corporate
governance di Indonesia antara lain panduan yang disusun oleh Komite Nasional
Kebijakan Good Corporate Governance dan menerapkannya sesuai dengan
kondisi yang berlaku bagi Perusahaan.

Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance
yang berlaku umum sebagai berikut :

1. Transparansi dan Pengungkapan Informasi

Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur
masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Badan Usaha Milik
Negara, khususnya perusahaan umum. Pengungkapan Perusahaan atas
transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko
yang dihadapi, rencana atau kebijakan perusahaan (corporate action) yang
akan dijalankan serta struktur kepemilikan perusahaan dan perubahan-
perubahan yang terjadi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengungkapan tersebut tidak menghilangkan komitmen perusahaan untuk
menjaga kerahasiaan informasi yang diatur oleh hukum dan perundangan
serta praktik terbaik dalam good corporate governance. Kerahasiaan
informasi tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak individu,
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dan/atau hal yang menyangkut hasil penelitian dan pengembangan serta
berbagai informasi lainnya yang akan mempunyai pengaruh negatif terhadap
kinerja perusahaan, persaingan pasar, keamanan negara dan keamanan
politik.

Perusahaan menerapkan sistem yang memungkinkan bagi Pemilik Modal
untuk mengakses informasi dengan kesempatan yang sama, serta
mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat
diandalkan.

Perusahaan juga akan mengungkapkan berbagai informasi relevan yang
dibutuhkan publik berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional
perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan,
masyarakat dan lingkungan. Informasi tersebut dapat diakses secara
memadai demi kepentingan masyarakat terkait.

Perusahaan akan memberikan penjelasan yang memadai kepada semua
pihak atas kejadian atau masalah yang diakibatkan aktivitas perusahaan
misalnya masalah lingkungan, kecelakaan, kekurangan produk dan jasa
Perusahaan. Pengungkapan tersebut sebagai wujud komitmen Perusahaan
guna mengurangi dampak yang lebih buruk bagi para pemangku kepentingan
dan lingkungan.

2. Kewajaran

Kewajaran dan kesetaraan adalah perlakuan perusahaan di dalam memenuhi
hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan.

Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemilik Modal mendapatkan perlakuan
yang wajar, setara, serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan juga akan senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil
kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

3. Akuntabilitas

Perusahaan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan
sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang
ada di perusahaan. Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan
mendorong seluruh individu dan/atau organ perusahaan menyadari
tanggungjawab, wewenang, hak serta kewajiban.

Perusahaan meyakini bahwa penerapan akuntabilitas akan menjamin adanya
(tapi tidak terbatas) pada pemberdayaan Dewan Pengawas, Perlindungan
Hak Pemilik Modal dan tanggung jawab serta kewenangan yang jelas dalam
jajaran Direksi.

Akuntabilitas Perusahaan juga didasarkan kepada kewajiban individu atau
organ Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki
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dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan
kepadanya. Kewajiban ini meliputi: (a) memberikan penjelasan atau justifikasi
atas pelaksanaan wewenang atau pelaksanaan tugas, (b) pelaporan hasil
atas pelaksanaan wewenang atau tugas tersebut, dan (c) pertangungjawaban
atas setiap beban atau kewajiban yang berasal dari aktivitas tersebut.

Dalam kaitan dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas
perusahaan dalam aktivitas bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap
Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya
setempat serta dalam kerangka good corporate governance.

4. Kemandirian

Perusahaan meyakini bahwa independensi diperlukan dalam membuat
keputusan terbaik bagi perusahaan. Keputusan terbaik hanya dapat
dihasilkan jika perusahaan dan pengambil keputusan bebas dari pengaruh
atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme perusahaan.
Independensi akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan dengan
etika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka good corporate
governance.

Kemandirian juga berarti pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Kemandirian diterapkan dengan cara menghormati peran dan fungsi organ
perusahaan dan kejelasan mekanisme untuk mencegah benturan
kepentingan sehingga dapat dengan mandiri, objektif dan bebas dari tekanan
pihak manapun dalam mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
perusahaan yang sehat.

Perusahaan berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara
profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Pertanggungjawaban diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang berlaku dan berupaya meningkatkan standar kerja dengan
etika yang tinggi dengan paradigma yang ingin dicapai yaitu menjadi warga
perusahaan yang baik (good corporate citizen).
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D. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEDOMAN

Pedoman GCG ini merupakan kristalisasi dari praktik-praktik terbaik (best
practices) GCG, peraturan perundangan yang berlaku, keputusan menteri,
kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang sehat yang telah
dijalankan.

Pedoman GCG berisi struktur, proses dan praktik governance yang diarahkan
untuk menjadi payung bagi pengembangan kebijakan perusahaan guna
mencapai tata kelola perusahaan yang lebih baik. Seperti sifat bisnis maka
pedoman ini juga bersifat dinamis yang senantiasa perlu disesuaikan dan
diperbaharui sesuai dengan perkembangan praktik yang terbaik dunia usaha.

Pedoman GCG ini akan menjadi salah satu acuan kerja bagi organ perusahaan
dalam tata kelola dan kebijakan perusahaan di lingkungannya, sehingga dapat
mengoptimalkan penerapan good corporate governance yang pada gilirannya
mampu meningkatkan kinerja dan kemakmuran perusahaan.

Pedoman ini mengatur struktur dan proses Perusahaan yang meliputi :
1.  Pemilik Modal Perum Perumnas.

Dewan Pengawas Perum Perumnas.

Direksi Perum Perumnas.

Jajaran pejabat manajemen di lingkungan Perum Perumnas.

o > 0N

Perum Perumnas sebagai Pemilik Modal di Unit-Unit Usaha/anak
perusahaan Perum Perumnas, ataupun orang yang ditunjuk oleh Direksi
Perum Perumnas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan
dan pengelolaan Unit-Unit Usaha Perum Perumnas.

E. STRUKTUR PEDOMAN

Pedoman ini disusun dengan menggabungkan pendekatan struktur dan proses
mengacu kepada definisi Good Corporate Governance menurut SK Menteri
BUMN Nomor 117/MBU/2002. Struktur pedoman terbagi dalam 6 BAB yaitu :

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Organ-organ Perusahaan

BAB 3 Akuntansi Keuangan dan Pengendalian Intern
BAB 4 Kebijakan Perusahaan

BAB 5 Pengelolaan Stakeholders

BAB 6 Penutup
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BAB I
ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN

A. PEMILIK MODAL DAN RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB)

1.

Pengertian

Pemilik Modal adalah pemilik modal perusahaan. Seluruh modal Perum
Perumnas dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Undang-
Undang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku
Kuasa Usaha.

Hak Pemilik Modal

Pemilik Modal memiliki hak dalam perusahaan yang tidak dapat diganti/
disubstitusi, yaitu :

a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RPB.

b. Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu
dan teratur.

c. Menerima pembagian keuntungan dari perusahaan dalam bentuk dividen dan
pembagian keuntungan lainnya berdasarkan keputusan RPB.

d. Menetapkan arah pengembangan perusahaan.
e. Mengemukakan pendapat tentang perusahaan.

3. Kewenangan Pemilik Modal

a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi
perusahaan.

b. Dalam pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui
mekanisme berikut :

1) Proses pemilihan yang terbuka atau transparan melalui RPB.

2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RPB, pengangkatan dan
pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh Menteri.

3) Melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh lembaga
independen sebelum diangkat dengan mempertimbangkan integritas,
dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan
yang memadai di bidang usaha perusahaan tersebut, serta dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

~
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4) Mengesahkan Key Performance Indicator (KPIl) yang dituangkan dalam
sebuah Kontrak Manajemen dan ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan
Pengawas '

c. Jika diperlukan dapat mengangkat minimal 1 (satu) orang anggota Direksi
yang bukan berasal dari dalam perusahaan atau independen.

d. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau melepaskan hak terhadap
atau penggunaan property (bukan inventaris) perusahaan secara
keseluruhan atau sebagian sebagai jaminan, baik dalam satu transaksi atau
menyangkut beberapa orang ataupun yang berkaitan.

e. Memberikan persetujuan untuk menjual atau menghapus aktiva di atas nilai
yang ditetapkan.

f. Memerikan persetujuan terhadap kebijakan Direksi yang bersifat strategis
bagi pengembangan usaha perusahaan serta akan mempengaruhi
sustainability perusahaan.

g. Menilai kinerja Dewan Pengawas dan Direksi, baik secara kolektif maupun
masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

h. Menetapkan kompensasi atau bonus kepada Dewan Pengawas dan Direksi
berdasarkan prestasi kinerja tersebut di atas.

i. Memastikan penerapan akuntabilitas dan kinerja Dewan Pengawas dan
Direksi dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi serta tidak
memberhentikan Direksi pada waktu yang bersamaan yang akan
mengganggu jalannya operasional perusahaan.

j. Menetapkan Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Dewan
Pengawas berdasarkan usulan dari Direksi dalam RPB.?

4. Akuntabilitas Pemilik Modal

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerangka kerja,
sistem dan prosedur yang dimiliki Pemilik Modal, dan harus dapat dijabarkan
dalam bentuk tertulis berupa : catatan, analisa, laporan dan sebagainya.

Sebagai perwujudan tatakelola perusahaan yang baik, maka bentuk akuntabilitas

Pemilik Modal dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Pemilik Modal wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tentang
Perum Perumnas dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam RPB.

b. Pemilik Modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional
perusahaan (yang tertuang dalam RKAP) yang menjadi tanggung jawab
Direksi sebagaimana diatur dalam PP tentang Pendirian Perum Perumnas.

! Kontrak Manajemen ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas dalam RPB. Kontrak manajemen berisi pernyataan Direksi
untuk memenuhi target (Key Performance Indicator/KPI) yang disetujui oleh Pemilik Modal setiap tahunnya.

2 Kepmen BUMN 117/2002 ps 25 ay 1.

\_
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c. Pemilik Modal tidak membuat keputusan dan kebijakan perusahaan yang
bersifat operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi.

d. Pemilik Modal memantau pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dalam proses pengelolaan perusahaan.

5. Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Rapat Pembahasan Bersama selanjutnya disebut RPB adalah pemegang
kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganti/substitusi oleh siapapun sesuai
ketentuan perundangan.

Penyelenggaraan RPB berdasarkan ketentuan dan PP tentang Pendirian Perum
Perumnas terbagi menjadi RPB Tahunan dan RPB Luar Biasa :

RPB Tahunan

RPB Tahunan adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diselenggarakan setiap
tahun untuk membahas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan serta RJP. RJP harus disahkan dalam RPB.

Aturan penyelenggaraan RPB Tahunan adalah sebagai berikut :

1) RPB Tahunan Perhitungan Tahunan merupakan pengesahan
Perhitungan Tahunan vyang berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya (acquit at decharge) kepada para anggota
Direksi dan Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun yang lalu, yang dipertanggungjawabkan
dalam Perhitungan Tahunan. RPB Tahunan Perhitungan Tahunan
dilaksanakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun
buku yang bersangkutan.

2) RPB Tahunan pengesahan RKAP adalah pengesahan rencana kerja dan
anggaran perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun
anggaran berjalan.

3) Direksi dan atau Dewan Pengawas diwajibkan untuk menyelenggarakan
Rapat Pembahasan Bersama Tahunan.

4) RPB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari Pemilik Modal.

5) Apabila Direksi dan Dewan Pengawas lalai menyelenggarakan RPB
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan atas permintaan Pemilik

Modal, maka Pemilik Modal tersebut berhak menyelenggarakan sendiri
RPB Tahunan dimaksud atas biaya perusahaan.

~
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RPB Luar Biasa

RPB Luar Biasa adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diselenggarakan jika
dipandang perlu setiap waktu untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang
tidak dilakukan pada RPB Tahunan.

Aturan penyelenggaraan RPB Luar Biasa adalah sebagai berikut :

1) RPB Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi
dan atau Dewan Pengawas dan atau Pemilik Modal.

2) RPB Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis Pemilik
Modal dengan mencantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3) Direksi dan atau Dewan Pengawas diwajibkan menyelenggarakan Rapat
Pembahasan Bersama Luar Biasa.

4) Apabila Direksi dan Dewan Pengawas lalai menyelenggarakan RPB Luar
Biasa tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan
Pemilik Modal, maka atas biaya perusahaan, Pemilik Modal tersebut
dapat menyelenggarakan rapat dimaksud.

Risalah Rapat Pembahasan Bersama dibuat dengan ketentuan memuat
dinamika yang terjadi dan putusan yang diambil dalam Rapat Pembahasan
Bersama serta ditandatangani oleh Pemilik Modal.

6. Hubungan dengan Pemilik Modal

Perum Perumnas akan menjaga hubungan dengan Pemilik Modal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa setiap
Pemilik Modal mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan
hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perum Perumnas akan berusaha keras agar mampu memberikan peningkatan
nilai bagi Pemilik Modalnya. Semua Pemilik Modal akan memperoleh perlakuan
finansial yang sama termasuk dalam penerimaan deviden.
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B. DEWAN PENGAWAS

1. Peran Dewan Pengawas

Dewan Pengawas akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan
(supervisory) dan memberikan nasehat (advisory) kepada Direksi demi
kepentingan perusahaan dan Pemilik Modal khususnya serta pihak yang
berkepentingan pada umumnya. Fungsi tersebut untuk memastikan Direksi
mengelola perusahaan sedemikian rupa sesuai dengan harapan Pemilik Modal.

Dewan Pengawas bertanggungjawab mengawasi Direksi dalam menjalankan
tugasnya dengan secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan
dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk
pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan Pemilik Modal.

Penjabaran fungsi Dewan Pengawas mewakili kepentingan Pemilik Modal dalam
pengawasan jalannya perusahaan, sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan
kepengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk
mengenai rencana pengembangan perusahaan, RJP, RKAP dan
pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RPB dan peraturan
perundangan yang berlaku.

2. Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu, melakukan tindakan pengurusan
perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sesuai
dengan kewenangan dalam PP tentang Perum Perumnas.

3. Dewan Pengawas memberi laporan dan informasi yang relevan kepada
Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan yang
cukup signifikan.

4. Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan Good Corporate
Governance pada perusahaan.

5. Dewan Pengawas selain yang diatur dalam peraturan perundangan,
bertanggung jawab :

~ Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan melaporkan kepada
Pemilik Modal.

~ Memberikan pendapat dan nasehat tentang visi, misi dan perencanaan
strategis dan penjabarannya.

~ Melakukan penilaian dan masukan tentang pengelolaan sumber daya
manusia, pengendalian internal dan manajemen risiko.

~ Melakukan penilaian atas laporan audit.

3 Tugas-tugas tersebut merupakan best practices GCG guna memberdayakan fungsi pengawasan (conformance

roles) dan pemberi nasehat (performance roles) bagi Dewan Pengawas.

~
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~ Mengusulkan calon auditor eksternal berdasarkan usulan Direksi.

Untuk keperluan tersebut di atas, Dewan Pengawas menetapkan target-
target kerja tahunan kegiatan pengawasan dan pemberian nasehat/masukan,
melakukan pembagian tugas dan mengevaluasi capaian target-target
tersebut.

Dewan Pengawas menetapkan kriteria dan menyusun daftar usulan calon
Direksi serta menyampaikan usulan calon tersebut pada Pemilik Modal..

Dewan Pengawas memberikan laporan atas pelaksanaan peran pengawasan
dan pemberian masukan kepada Pemilik Modal secara berkala.

2. Keanggotaan Dewan Pengawas

Perusahaan menyadari bahwa Pemilik Modal memiliki kewenangan penuh untuk
mengangkat Dewan Pengawas. Dalam upaya menjamin prinsip transparansi
dalam pemilihan Dewan Pengawas maka mekanisme yang harus dilaksanakan,
yaitu :

a.
b.

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan melalui RPB.

Dalam hal Menteri bertindak selaku RPB pengangkatan dan pemberhentian
Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri.

Agar Dewan Pengawas dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka
perlu ditetapkan kebijakan tentang kriteria Dewan Pengawas yang sesuai
kebutuhan. Anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan
integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan
yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan
yang memadai di bidang usaha perusahaan tersebut, memiliki pengalaman di
bidang usaha perusahaan, pemahaman terhadap bisnis dan kemampuan
mempertimbangkan suatu masalah secara memadai serta dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pemilik Modal mengangkat Dewan Pengawas melalui mekanisme fit and
proper test berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman dan kelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan.

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pertama kalinya pada waktu
pendirian.

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RPB dengan menyebutkan alasannya.

3. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Pengawasan perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas yang paling sedikit
terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas, seorang diantaranya

~
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diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Untuk membantu pekerjaan Dewan
Pengawas diangkat 1 (satu) orang Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan
merupakan pegawai dari Perusahaan.

Sedangkan komposisi (jumlah dan kompetensi) anggota Dewan Pengawas
ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara
independen. Jumlah Dewan Pengawas tidak melebihi jumlah Direksi, serta
sekurang-kurangnya 20% berasal dari pihak yang independen.

4. Kinerja Dewan Pengawas

Kinerja Dewan Pengawas akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemilik Modal dalam
Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Pemilk Modal menetapkan kriteria
penilaian kinerja Dewan Pengawas.

Secara Umum, kinerja Dewan Pengawas ditentukan berdasarkan tugas
kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi Perum Perumnas, amanat Pemilik Modal, dan proses pemenuhan tanggung
jawab tersebut.

Kriteria evaluasi disampaikan kepada Dewan Pengawas sejak pengangkatannya.
Kriteria evaluasi terdiri dari kolegial dan individu. Kriteria kolegial mencakup
pelaksanaan peran pengawasan dan pertanggung jawabab kepengurusan
perusahaan. Sedangkan kriteria individu mencakup kehadiran dalam rapat-rapat,
kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan
tertentu, dan komitmen dalam memajukan kepentingan perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja tahunan Dewan Pengawas secara keseluruhan
dan kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas secara individual akan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk
Dewan Pengawas.

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas adalah untuk meningkatkan efektifitas
Dewan Pengawas dan tidak ditujukan untuk mencari kesalahan Dewan
Pengawas secara individu.

Peningkatan kontribusi Dewan Pengawas dalam pengawasan dan memberikan
nasehat dalam pengelolaan perusahaan didasarkan pada ketentuan berikut :

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas harus mematuhi
keputusan Rapat Pembahasan Bersama serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Dewan Pengawas mengadakan rapat internal secara berkala, yaitu sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

c. Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas dan
mencantumkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Dewan Pengawas di
mana tata tertib tersebut ditetapkan.

d. Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang
anggota Dewan Pengawas lainnya dalam suatu Rapat Dewan Pengawas.

N\ Y,
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e. Risalah Rapat Dewan Pengawas harus dibuat untuk setiap Rapat Dewan
Pengawas dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat
yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat
Dewan Pengawas (bila ada).

f. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan harus
ditandatangani oleh anggota Dewan Pengawas yang hadir.

g. Agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, apabila diperlukan,
Dewan Pengawas berhak mendapat saran secara profesional dari pihak
independen atas beban perusahaan atas hal-hal yang menjadi tanggung
jawab profesional Dewan Pengawas.

h. Dewan Pengawas berhak membentuk komite-komite sebagai alat bagi
Dewan Pengawas dalam menjalankan fugsinya.

5. Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi

Independensi Dewan Pengawas dan Direksi di dalam pengawasan serta
pengurusan perusahaan merupakan persyaratan tercapainya proses
pengambilan keputusan yang objektif. Dewan Pengawas dan Direksi selalu
mempertimbangkan pendapat independen dengan didasarkan kepada
pengetahuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan secara amanah dan
berhati-hati.

Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan
Dewan Pengawas dan Direksi dengan tegas telah dipisahkan fungsi serta
tanggungjawabnya. Peran Dewan Pengawas terutama memberikan
pengawasan, arahan, dan pandangan strategis kepada Direksi, baik secara
kolektif maupun individual, sedangkan Direksi melaksanakan kegiatan
operasional sehari-hari sedemikian rupa sehingga memenuhi sasaran
sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemilik Modal.

Namun demikian di dalam hubungan kerja Direksi dan Dewan Pengawas, sangat
disadari pentingnya masing-masing pihak untuk menjaga hubungan kerja satu
dengan lainnya atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling
menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing di dalam
organisasi perusahaan. Mekanisme kerja Dewan Pengawas dan Direksi harus
diatur agar masing-masing dapat menjalankan peran dan fungsinya secara
efektif dan baik. Mekanisme kerja Dewan Pengawas dan Direksi meliputi (tapi
tidak terbatas) pada pengambilan keputusan, penyelenggaraan rapat-rapat dan
hubungan komunikasi Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur
dengan Direksi untuk membicarakan masalah operasional perusahaan yang
relevan dan strategis. Di luar itu, Dewan Pengawas berhak meminta
dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi apabila situasi dianggap
memerlukannya.
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Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman
Dewan Pengawas akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk
menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Pengawas dalam memahami
permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu, Direksi akan membuat ringkasan
bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dewan Pengawas mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap
informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan
hak Dewan Pengawas ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh
mengganggu pelaksanaan operasional perusahaan.

C. DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan
perusahaan secara sehat dan ber-etika sesuai dengan ketentuan/peraturan yang
berlaku untuk kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan, serta mewakili
perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar.

Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan aspek
penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi harus menghindari
kondisi di mana tugas dan kepentingan perusahaan berbenturan atau mempunyai
potensi berbenturan dengan kepentingan pribadi, termasuk kepentingan
perusahaan dengan kepentingan anak perusahaan. Apabila hal demikian terjadi
atau mungkin terjadi, maka Direktur yang bersangkutan akan mengungkapkan
benturan atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Dewan Pengawas
dan Direksi, dan selanjutnya Dewan Pengawas yang akan menentukan langkah
yang diperlukan.

Direksi secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada Pemilik Modal secara
lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan kepengurusan
perusahaan.

1. Kiriteria Anggota Direksi
Kriteria pokok bagi Direksi ialah sebagai berikut :
a. Memiliki integritas, etika pribadi dan profesional.

b. Memiliki visi yang jelas tentang arah dan tujuan perusahaan di masa yang
akan datang.

c. Memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi
perusahaan.

d. Memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai di dalam industri
perumahan dan properti, serta jasa teknik terkait.

e. Memahami bidang keahlian yang berhubungan dengan permasalahan
bisnis, teknologi dan proses bisnis perusahaan.
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f.  Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan usaha
sesuai dengan fungsi dan peran yang diamanatkan kepadanya, serta
menghargai pandangan pihak lain dan tidak kaku dalam memandang
masalah.

g. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
termasuk peraturan perusahaan.

h. Mampu mewakili perusahaan di hadapan publik, Pemilik Modal, dan
stakeholders lainnya.

i. Mempunyai keinginan kuat secara objektif, meningkatkan kemampuan
manajemen bagi kepentingan perusahaan.

j-  Mempunyai pemikiran yang positif dan terbuka berkaitan dengan setiap
masalah, kebijakan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi kepentingan
perusahaan secara umum.

2. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah Direksi adalah 5 orang termasuk Direktur Utama yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha perusahaan. Dalam menentukan
komposisi Direksi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Jumlah dan Komposisi memungkinkan pengambilan putusan yang efektif,
tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak
mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk
melaksanakan tugasnya secara mandiri dan Kritis.

b. Susunan organisasi Direksi sekurang-kurangnya mencerminkan fungsi
pengelolaan produksi, pemasaran dan pengembangan usaha, serta risiko
dan keuangan.

c. Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah anggota Direksi berasal dari pihak
independen (kalangan luar perusahaan).

3. Rapat Direksi

Direksi akan melakukan pertemuan secara teratur, sekurang-kurangnya 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) bulan untuk membicarakan masalah dan bisnis perusahaan,
pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi
pelaksanaan bisnis perusahaan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan
Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali untuk
aspek-aspek strategis. Di samping rapat terjadwal, Rapat Direksi dapat dilakukan
kapanpun apabila diperlukan.

Dalam setiap rapat akan dibuat notulen rapat yang mampu menggambarkan
situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang
dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan berkeberatan terhadap
kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan harus ditandatangani oleh
setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
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4. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

Perusahaan menetapkan kebijakan, jika diperlukan, Direksi dapat menggunakan
saran profesional yang independen dalam pelaksanaan tugasnya sesuai
peraturan perundang-undangan yang menjadi beban mereka.

Dalam kondisi tertentu Perusahaan akan memperbolehkan bagi Direksi untuk
mendapat saran profesional atas beban perusahaan. Hal ini tidak berlaku apabila
Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.

5. Kinerja Direksi

RPB Pemilik Modal menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan anggota
Direksi yang didasarkan pada target kinerja dalam kontrak manajemen serta
komitmennya di dalam memenuhi arahan Pemilik Modal. Kontrak manajemen
ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan pada saat pengangkatan dan
diperbaharui setiap tahunnya. Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh
Pemilik Modal dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) berdasarkan kriteria
evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria evaluasi bagi anggota Direksi baik secara kolegial maupun individu
disampaikan kepada Direksi sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi bagi
anggota Direksi mencakup target kinerja yang telah ditetapkan, kehadiran dalam
rapat-rapat, kontribusi dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam
penugasan tertentu serta komitmen dalam memajukan kepentingan perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing
anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema
kompensasi untuk Direksi.

D. ORGAN PENDUKUNG GCG

1. KOMITE DEWAN PENGAWAS

Dalam upaya menerapkan praktik terbaik (best practices), Perusahaan telah
membentuk Komite Audit dan apabila dibutuhkan dapat mempertimbangkan
untuk membentuk Komite lainnya seperti Komite Nominasi dan Komite
Remunerasi serta Komite Asuransi dan Risiko Usaha. Apabila tidak dibentuk
Komite Nominasi dan Komite Remunerasi serta Komite Asuransi dan Risiko
Usaha, maka tugas tersebut menjadi tanggungjawab Dewan Pengawas.

Komite Audit
Keanggotaan Komite Audit :

1) Anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang
anggota Dewan Pengawas sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) orang ahli
yang bukan merupakan pegawai perusahaan sebagai Anggota.

2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah :
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a) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman
kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-
bidang lainnya yang relevan dan dianggap perlu.

b) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat
menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap
perusahaan.

¢) Mampu berkomunikasi secara efektif.

Pembentukan Komite Audit harus didukung dengan Komite Audit Charter
yang ditandantangani oleh Dewan Pengawas Utama, yang didalamnya harus
mencakup wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) Mengusulkan Auditor Eksternal melalui proses seleksi.

b) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh
Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.

¢) Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian
internal serta pelaksanaannya.

d) Melakukan prosedur review tertentu terhadap segala informasi yang
dikeluarkan perusahaan.

e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Pengawas.

2. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan
dalam memperlancar hubungan antar Organ Utama Perusahaan (RPB Pemilik
Modal, Dewan Pengawas, Direksi) serta dalam hubungan antar perusahaan
dengan stakeholders lainnya. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada
Direktur Utama serta memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya.

Sekretaris Perusahaan akan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang
berlaku dan memastikan perusahaan memenuhi dan mematuhi peraturan
tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada
Dewan Pengawas apabila diminta oleh Dewan Pengawas.

Dalam pelaksanaan tugasnya ada 3 (tiga) fungsi utama yang dilaksanakan oleh
Sekretaris Perusahaan. Ketiga fungsi utama tersebut adalah :

a) Liaison Officer, menjadi pejabat penghubung perusahaan dengan pemilik
Modal dan Dewan Pengawas. Berkaitan dengan Pemilik Modal, Dewan
Pengawas dan Direksi, Sekretaris Perusahaan bertugas :

~ Menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RPB.

~ Mengikuti rapat-rapat Direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan
Pengawas.

N\ Y,
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b)

~ Membuat risalah rapat yang dilakukan Direksi, Dewan Pengawas maupun
RPB.

~ Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil rapat, keputusan
dan arahan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.

~ Sebagai penghubung Dewan Pengawas kepada unit kerja yang
diperlukan sesuai arahan Direksi.

Compliance officer, mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang
berlaku dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi peraturan tersebut.
Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang perlu kepada pihak yang
bekepentingan berkaitan dengan peraturan tertentu. Berkaitan dengan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Sekretaris Perusahaan
bertugas:

~ Memastikan perusahaan mematuhi peraturan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku.

~ Melakukan kajian atas perubahan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha perusahaan.

~ Menyeleksi informasi-informasi yang relevan untuk dipublikasikan.

~ Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan Good Corporate
Governance di lingkungan perusahaan.

Stakeholders relation, memberikan pelayanan kepada Pemilik Modal,

Dewan Pengawas, Direksi, serta stakeholders lainnya atas informasi yang

berkaitan dengan kondisi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelayanan ini dimaksudkan untuk terciptanya transparansi dan disclosure

antara perusahaan dengan stakeholders. Berkaitan dengan stakeholders

lainnya, Sekretaris Perusahaan bertugas :

~ Mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan
stakeholders perusahaan antara lain : media massa, masyarakat,
lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pelanggan dan
pihak berkepentingan lainnya.

~ Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan yang berkaitan
dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain ketiga fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas
berkaitan dengan unit kerja dan kantor cabang :

~ Mengumumkan kebijakan dan produk hukum internal perusahaan.

~ Melancarkan informasi/komunikasi Direksi dan manajemen di bawah
Direksi.

~ Pelaksana tugas-tugas protokoler Penyelenggaraan Kesekretariatan dan
Kerumah Tanggaan Direksi (Biro Direksi).

~
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3. SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Auditor Intern merupakan aparat
pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat
dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.* Auditor Intern dibentuk untuk
membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional
perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada
perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya. SPI juga memperkuat
peran sebagai penyedia jasa konsultasi, jaminan objektif dan independen untuk
menambah nilai dan meningkatkan/memperbaiki operasi perusahaan.

SPI dipimpin oleh seorang kepala SPI yang bertanggungjawab kepada Direktur
Utama. SPI wajib memiliki Internal Audit Charter/Piagam Audit Intern yang
berisi Pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang
ditandatangani oleh Direktur Utama.

SPI dalam menjalankan fungsinya wajib melaksanakan pengawasan dan
konsultatif terhadap kegiatan operasional perusahaan yang dapat mengarahkan
kepada upaya-upaya berikut :

1. Perbaikan dan penyempurnaan berbagai sistem dan prosedur dalam proses

bisnis perusahaan.

2. Peningkatan efisiensi melalui pengurangan pemborosan dan peningkatan
efektivitas perusahaan melalui penilaian pencapaian strategi bisnis
perusahaan.

3. Membantu menciptakan struktur pengendalian internal yang baik dan
memastikan bahwa struktur pengendalian internal telah dipatuhi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi :

a. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur;
b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;

c. Aktivitas pengendalian;

d. Sistem informasi dan komunikasi;

e. Monitoring terhadap kualitas sistem pengendalian internal.

4. Peningkatan kinerja perusahaan.

Auditor Intern melakukan audit dengan ruang lingkup :

1. Audit atas keandalan dan kebenaran informasi, Auditor Intern meyakinkan
bahwa catatan dan dokumentasi telah lengkap dan memadai, persetujuan
yang layak atas transaksi, serta sistem informasi telah menghasilkan data
yang akurat.

4UU No. 9 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Pasal 67 ayat (1) dan (2).
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2. Audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,
kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan perusahaan.

3. Audit atas efisiensi dan efektivitas atas pengelolaan sumber daya dan
kegiatan perusahaan. Auditor Intern mengidentifikasi standar-standar yang
digunakan di perusahaan dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan
sasaran perusahaan dan mengidentifikasi adanya penyimpangan serta
penggunaaan sumber daya dan kegiatan yang tidak efisien.

4. Audit atas program kerja. Auditor Intern menilai program unit kerja dan
kesesuaian dengan tujuan perusahaan, menilai pencapaian program kerja
dan efektivitasnya dengan pertimbangan biaya manfaat.

5. Audit dengan tujuan tertentu/evaluasi/review. Auditor Intern melakukan audit
dengan tujuan tertentu/evaluasi/review atas suatu kegiatan atau
permasalahan tertentu baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan
Direksi dan atau Dewan Pengawas.

. AUDITOR EKSTERNAL

Auditor Eksternal merupakan auditor yang ditunjuk oleh RPB Pemilik Modal dari
calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan usul Komite Audit.
Auditor Eksternal ditunjuk untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang
disusun manajemen, apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji material.
Perusahaan menjamin Auditor Eksternal dapat menjalankan tugas dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan kode etik profesi sehingga dapat
memberikan opini yang tepat atas laporan keuangan perusahaan
Perusahaan wajib memberikan informasi dan data yang diperlukan Auditor
Eksternal dan tidak melakukan pembatasan akses atau ruang lingkup.
Persyaratan Auditor Eksternal:
a. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas,
Direksi dan pihak yang berkepentingan di perusahaan (Stakeholders).
b. Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu

melaksanakan tugasnya maupun setelahnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku kecuali disyaratkan lain.

~
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E. EXTERNAL GOVERNANCE

Dalam menjalankan usaha, Perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai aturan
yang mendasari pembentukannya maupun aturan / perundang-undangan dari
pemerintah selaku regulator, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi
pencapaian Kinerja.
Aturan-aturan yang mengikat perusahaan dalam menjalankan usaha antara lain
meliputi :

1. Penentuan tentang besaran harga jual, daerah pemasaran dan besarnya

subsidi untuk perumahan rakyat (landed house) dan apartemen bersubsidi

2. Penetapan kewajiban layanan publik (Public Service Obligation) untuk
rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

3. Kebijakan biaya, investasi, anggaran dan sebagainya.

Di samping itu, dalam kegiatan operasional perusahaan lainnya masih sangat
tergantung dengan instansi lain, khususnya Departemen Pemukiman dan
Prasarana Wilayah, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, Badan
Pertanahan Nasional, Kementrian Koordinator Perekonomian, dan DPR serta
Pemerintah Daerah.

Hal-hal tersebut merupakan eksternal governance bagi perusahaan yang wajib

dipatuhi dan diperhatikan agar tetap mendukung dalam peningkatan kinerja dan
tidak menimbulkan dampak/gejolak yang buruk pada kinerja perusahaan.
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BAB il

AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN

A. AKUNTANSI KEUANGAN

Peraturan dan kebijakan akuntansi keuangan perusahaan mengatur bahwa
perusahaan harus senantiasa memelihara catatan dan menyajikan laporan
keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan
pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai
aset, kewajiban dan modal. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari
penyelewengan keuangan.

Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan keuangan
(neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) kepada
semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku di Indonesia setiap tahun buku.

Untuk memenuhi semua prinsip di atas, perusahaan telah memiliki kebijakan
yang menjamin bahwa transaksi dicatat dengan benar, wajar dan akurat.
Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi telah mendapatkan persetujuan
manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut, dan dicatat
dengan benar. Penyajian laporan keuangan perusahaan secara wajar dan
akurat. Perusahaan tidak mentolerir segala upaya penyajian laporan keuangan
yang tidak menggambarkan transaksi yang sebenarnya dan mengandung
material mistatement yang membingungkan pengguna laporan.

1. Kebijakan umum

Kebijakan umum perusahaan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi

sebagai berikut :

a. Keuangan Perusahaan harus dikelola secara profesional, terbuka, dan
berdasarkan prinsip kepatuhan dan kehati-hatian.

b. Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan
pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik dengan
memperhatikan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

c. Perusahaan merancang dan menetapkan sistem pengendalian intern
yang baik untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang optimal.

d. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai
Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip
sadar biaya (cost consciousness).

e. Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan risiko dan
melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang
ada.
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2. Perencanaan

Perencanaan yang ditempuh perusahaan dalam pengelolaan keuangan

adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang
dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kepentingan
seluruh unit kerja.

b. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan program kerja dan melalui
koordinasi antar unit kerja untuk mensinergikan usulan anggaran setiap
unit kerja dengan menganut prinsip bottom-up dan top-down.

c. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis yang
akan dicapai perusahaan untuk penyusunan anggaran di unit-unit operasi
perusahaan.

d. Anggaran Perusahaan terdiri atas :

1) Anggaran Pendapatan

2) Anggaran Biaya yang terdiri dari Anggaran Beban Operasi, Anggaran
Investasi, dan Anggaran terkait lainnya

3) Anggaran Kas

3. Pengorganisasian
Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas
(segregation of duties) secara tegas antara fungsi verifikasi, pencatatan dan
pelaporan, penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi. Perusahaan
juga memisahkan secara jelas pengelolaan keuangan baik tujuan komersil
perusahaan dan Public Service Obligation (PSO).

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan akuntansi perusahaan

ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan disiplin anggaran
dan rencana kerja.

b. Anggaran Biaya Investasi, Anggaran Biaya Operasi dan Anggaran terkait
lainnya dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Persetujuan Rencana
Anggaran (PRA) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

c. Penerbitan PRA harus memperhatikan tata waktu dan rencana kerja dari
setiap unit kerja.

d. Pengalihan/revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui
prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan justifikasi
yang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Direksi mentaati setiap transaksi/keputusan yang harus mendapat
persetujuan Dewan Pengawas.

f. Direksi dan Dewan Pengawas membuat aturan atas transaksi-transaksi
yang harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas, selain yang diatur
dalam Anggaran Dasar.

N\ Y,
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g. Risiko-risiko yang mungkin terjadi harus diantisipasi sejak awal proses
pengambilan keputusan melalui sistem dan prosedur yang telah
ditetapkan.

B. PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif
untuk mengamankan investasi dan aset BUMN °. Direksi bertanggung jawab
menetapkan dan memelihara sistem pengendalian intern perusahaan yang
efektif dan memastikan bahwa sistem tersebut bekerja secara aman dan
sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan perusahaan.

Sistem pengendalian intern diberlakukan untuk menjaga aset terhadap
penyalahgunaan dan pengalihan kepemilikan sacara tidak sah, menjaga
keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan
yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Dewan Pengawas memberikan perhatian terhadap unsur pengendalian
internal yang dilaksanakan oleh Direksi dan manajemennya serta memantau
kebijakan Direksi berkaitan pengendalian intern dan pelaksanaannya serta
kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan-
peraturan perundangan yang berlaku.

Semua pihak, baik Direksi, pejabat unit kerja dan karyawan Perusahaan waijib
memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal dan
prosedur pencatatan akuntansi keuangan perusahaan. Setiap pejabat unit
kerja dan karyawan perusahaan wajib memahami dan melaksanakan
standard operating procedures sebagai alat pengendalian dalam
pelaksanaan kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern yang efektif bertujuan:

1. Mengamankan informasi, investasi dan aset perusahaan.

2. Menjaga ketaatan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Keakuratan informasi keuangan.

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kegiatan perusahaan.

5

Mencegah terjadinya penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan
pelanggaran lainnya.

5 SK Meneg. No.117/MBU/2002
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1.

Unsur Pengendalian Intern

Perusahaan membentuk struktur pengendalian internal yang efektif untuk
mengamankan investasi dan aset yang dimiliki, mencakup komponen-komponen

berikut:

Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan
terstruktur, yang terdiri dari :

a. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
b. filosofi dan gaya manajemen;

c. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawabnya;

d. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
e. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk
mengidentifikasi, menganalisa, menilai dan mengelola risiko usaha relevan.

. Aktivitas pengendalian, berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan

dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap
tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain mengenai
kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja,
pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.

Sistem informasi dan komunikasi berkaitan dengan proses penyajian laporan
mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Monitoring, yang berkaitan dengan proses penilaian terhadap kualitas sistem
pengendalian internal termasuk fungsi Satuan Pengawasan Intern dan unit
kerja di dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan
secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi
dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite
Audit.

Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses
pengendalian kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur
organisasi perusahaan. Kegiatan pengendalian secara formal didokumentasikan
dalam standard prosedur operasional. Kegiatan pengendalian perusahaan antara

lain (tapi tidak terbatas pada):

1. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan

sesuai dengan kelaziman yang berlaku.

~
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2. Menyusun sistem akuntansi dan pencatatan sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian
intern. Catatan yang akurat dan andal harus dipelihara setiap waktu. Setiap
pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan
dan transaksi lainnya harus tergambarkan secara penuh dalam sistem
akuntansi dan pencatatan perusahaan.

3. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan harus menggunakan cek,
kecuali untuk pengeluaran rutin dengan menggunakan dana kas kecil atau
harian. Otorisasi pengeluaran dilakukan oleh Direktur Keuangan dan Direktur
terkait.

4. Verifikasi yaitu kegiatan pengujian kebenaran angka, kegiatan dan
kelengkapan dokumen dilakukan untuk setiap kegiatan oleh semua unit kerja
sesuai dengan jenjangnya.

5. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak
memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau
penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Pemisahan fungsi antara
anggaran dan keuangan, antara pemegang barang dan pencatatan.

6. Penjagaan fisik aset yang dimiliki.

7. Penjagaan akses terhadap sistem, program dan informasi tertentu untuk
menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi penting perusahaan.

Direksi melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap efektivitas
pengendalian intern berkaitan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal.
Setiap hasil pemantauan dikaji ulang untuk dapat memberikan umpan balik
(feedback) bagi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

Auditor Intern mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas
sistem pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan
pelaksanaan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi
terhadap lemahnya pengendalian yang berpotensi menimbulkan kerugian dan
tidak tercapainya sasaran kegiatan serta memberi masukan kepada Direksi bila
terjadi suatu kelemahan pengendalian atau masalah di perusahaan.

Direksi menjaga kepatuhan dengan mencegah terjadinya penyimpangan yang
dilakukan oleh manajemen dan karyawan dan menindaklanjuti kelemahan
pengendalian intern yang dilaporkan oleh Auditor Intern dan Auditor Eksternal.
Direksi memberikan sanksi dengan cara bijaksana kepada karyawan perusahaan
yang terbukti telah melakukan tindak kecurangan ataupun penyimpangan yang
secara material merugikan perusahaan.
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BAB IV

KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Praktik good corporate governance tidak berhenti pada struktur dan proses
governance di organ utama dan organ pendukung GCG perusahaan. Guna
terselenggaranya tata kelola yang baik, Perusahaan menetapkan kebijakan yang
berkaitan dengan GCG. Kebijakan-kebijakan berikut adalah kebijakan GCG yang
merupakan aspek-aspek utama demi terselenggaranya GCG. Aspek-aspek ini akan
menjadi payung bagi kebijakan dan keputusan yang lebih teknis dan operasional.

A. BISNIS PERUSAHAAN

Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan
penjualan rumah dan rumah sederhana serta apartemen bersubsidi. Disamping
itu, Perusahaan juga mendapat penugasan pelayanan publik (Public Service
Obligation) untuk mengelola rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Saat ini
Perusahaan merupakan salah satu penyedia rumah sederhana terbesar untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.
Perusahaan senantiasa bekerja secara profesional dalam membangun rumah
dan rumah sederhana serta apartemen bersubsidi dengan lingkungan yang
sehat dan memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi agar sesuai dengan
harapan pelanggan. Perusahaan selalu berusaha keras dengan menerapkan
standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip good
corporate governance dan memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.

Agar mampu menghasilkan nilai yang optimal kepada Pemilik Modal,
Perusahaan menerapkan pendekatan operasional yang bertanggungjawab dan
berorientasi dalam pencapaian nilai jangka panjang serta berdaya saing tinggi.
Dengan cara ini Perusahaan membantu pemenuhan program pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi
menengah kebawah sekaligus memberikan kontribusi penting pada perbaikan
kualitas hidup masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi
di Indonesia. Perusahaan berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas produk
yang merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan dan tantangan.

Di manapun Perusahaan beroperasi, Perusahaan bekerja sama dengan
Pemerintah dan masyarakat daerah setempat, mematuhi hukum dan
menghormati budaya daerah setempat, meminimalkan dampak negatif, dan
memungkinkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah setempat.
Perusahaan yakin bahwa daya saing dan sukses Perusahaan di masa depan
tidak hanya tergantung dari pegawai dan kualitas dan keragaman aset
Perusahaan, tetapi juga terhadap keberhasilan Perusahaan sebagai good
corporate citizen.

~
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Dalam melakukan persaingan, Perusahaan menjunjung tinggi etika usaha dan
sedapat mungkin berupaya menjalankan praktik usaha yang saling
menguntungkan terhadap mitra usaha Perusahaan. Komitmen Perusahaan
terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan peningkatan kualitas serta
kesejahteraan pegawai merupakan hal yang utama yang perlu senantiasa
Perusahaan jalankan. Demikian pula Perusahaan memberikan kontribusi terus
menerus kepada masyarakat dan tanggap terhadap aspek-aspek perkembangan
budaya masyarakat.

B. PERENCANAAN STRATEGIS

Proses perencanaan strategis harus dilaksanakn dengan konsisten dan terarah
dengan peran aktif dari Dewan Pengawas, Direksi dan Unit Kerja, sehingga mulai
dari perumusan visi dan misi, perencanaan strategi sampai dengan rencana kerja
berjalan sinkron dan tersinergi untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Apabila dipandang sudah tidak relevan lagi, visi dan misi perusahaan dapat dikaji
untuk dilakukan penyesuaian. Dalam hal ini, Direksi merumuskan visi dan misi
perusahaan, Dewan Pengawas memberi masukan-masukan bagi kelayakan Visi
dan/atau Misi perusahaan serta perbaikannya

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya mengembangkan budaya
perusahaan yang didasari pada nilai-nilai yang berorientasi pada pelanggan,
kerjasama tim, saling percaya, saling menghargai, keberhasilan bersama serta
keseimbangan antara kebutuhan para stakeholders dengan kebutuhan
perusahaan.

RJP dan RKAP

Perencanaan strategis perusahaan tertuang dalam Rencana Jangka Panjang
(RJP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun. RJP Perusahaan dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan
penjabaran tahunan dari RJP.

Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan
rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak
dicapai dalam jangka waktu lima tahun serta wajib menyiapkan rancangan
rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan
dari rencana jangka panjang.®

RJP sekurang-kurangnya memuat:
= Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.

= Posisi perusahaan saat ini.

6 UU BUMN Pasal 21, 22 AD ps 12 SK 117
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= Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP.

= Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
RKAP sekurang-kurangnya memuat:

= Rencana kerja yang dirinci atas misi perusahaan, sasaran usaha, strategi
usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan.

= Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan.
= Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan.
= Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Rancangan rencana jangka panjang dan rancangan rencana kerja dan anggaran
perusahaan yang telah ditandatangani bersama Direksi dengan Dewan
Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Dewan Pengawas memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJP
dan RKAP, dan mengawasi kepatuhan Direksi dan manajemen dalam
menjalankan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan RKAP

Direksi bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pencapaian strategi
perusahaan antara lain dengan menetapkan keputusan-keputusan dan
mengambil kebijakan-kebijakan operasional yang dianggap perlu untuk
menjalankan rencana-rencana aksi guna menerapkan strategi perusahaan.

Dalam pelaksanaan strategi dilakukan analisis mendetail mengenai deviasi dari
target keuangan dan non keuangan atas target yang sebelumnya telah
ditetapkan. Direksi memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut atas
deviasi tersebut.

Guna mencapai kinerja yang optimal dilakukan benchmarks yang relevan
(misalnya kinerja relatif, keuntungan ekonomis/economic profit) digunakan untuk
mengukur peningkatan kemakmuran perusahaan.

Dalam tahap pelaksanaan strategi perusahaan, Dewan Pengawas memberikan
masukan-masukan kepada Direksi guna lebih efektifnya upaya pencapaian
tujuan yang telah direncanakan. Dewan Pengawas langsung membahas
masalah-masalah penting yang dihadapi perusahaan segera setelah masalah
tersebut timbul.

Dewan Pengawas membahas informasi dan laporan yang disampaikan oleh
Direksi atas pengelolaan perusahaan guna mendeteksi secara dini kemungkinan
terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi. Dan apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja perusahaan yang cukup signifikan, Dewan Pengawas
memberi laporan kepada Pemilik Modal.
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Direksi melakukan pembahasan dengan Dewan Pengawas untuk mencari solusi
pemecahan masalah, terkait atas :

a) Kebijakan strategis perusahaan, baik dalam bidang produksi, keuangan
dan pemasaran.

b) Keterkaitan dengan institusi lain, baik Lembaga Pemerintah maupun
Swasta

Dewan Pengawas dan Direksi melakukan pembahasan dengan Pemilik Modal
untuk menetapkan solusi pemecahan terkait dengan masalah kebijakan nasional.

Struktur organisasi ditetapkan untuk mengatur kejelasan tugas dan tanggung
jawab. Direksi menetapkan struktur organisasi yang sesuai di dalam perusahaan
guna melaksanakan strategi dengan memperhatikan:

1. Pembidangan yang tepat bagi terselenggaranya manajemen, sistem dan
prosedur operasional.

2. Penciptaan hubungan kerja sedemikian rupa sehingga terselenggara
sistem informasi manajemen yang baik untuk kepentingan kegiatan
evaluasi dan pengendalian.

3. Penyelenggaraan prinsip organisasi yang dapat menjamin koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi antara bidang usaha, tehnik dan keuangan
serta penunjang sehingga peningkatan usaha mudah direncanakan dan
tanpa hambatan pelaksanaan di setiap bidang.

Direksi menempatkan pejabat-pejabat perusahaan yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan.
Suksesi pejabat perusahaan dilakukan melalui mekanisme asesmen yang
merupakan test kualifikasi atas penempatan pejabat perusahaan. Keputusan
suksesi manajemen satu level di bawah Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada
Dewan Pengawas.

C. TEKNOLOGI

Perusahaan akan selalu berupaya meningkatkan efisiensi dan kinerja
perusahaan melalui peningkatan dan perbaikan sistem teknologi untuk pelayanan
dan kegiatan pendukung lainnya. Prinsip-prinsip yang Perusahaan anut dalam
pengembangan teknologi adalah dengan mengutamakan tercapainya proses nilai
tambah sesuai perkembangan kebutuhan dengan harga yang seefisien mungkin
pada segenap jajaran operasional perusahaan.

Direksi dan manajemen mengkaji kelayakan perancangan, pembangunan sistem
teknologi untuk memastikan bahwa teknologi rancang bangun dan teknologi
informasi yang digunakan telah selaras dengan tujuan perusahaan.

Direksi menetapkan kebijakan teknologi rancang bangun dan teknologi informasi
serta risiko-risiko yang terkait dengan teknologi dan melaporkan kepada Dewan
Pengawas.
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Dewan Pengawas meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi rancang
bangun dan teknologi informasi dari Direksi guna memberikan arahan dan
masukan teknologi rancang bangun dan teknologi informasi yang digunakan
perusahaan.

Alih teknologi, kemampuan dan pemahaman teknologi rancang bangun dan
teknologi informasi diberikan kepada sumber daya manusia perusahaan agar
dapat memanfaatkan teknologi yang dibangun sebaik-baiknya demi peningkatan
kinerja perusahaan.

D. MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan dan operasi perusahaan tak
lepas dari berbagai risiko. Direksi dan manajemen berusaha sedapat mungkin
mengendalikan risiko dan meminimalkan dampaknya bagi kinerja perusahaan.

Risiko adalah kejadian yang menyebabkan timbulnya kerugian atau tidak
tercapainya tujuan perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan
keputusan, kesalahan manusia ataupun faktor lain.

Pengendalian risiko atau manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi
risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Tim manajemen membahas
risiko yang terkait dengan kegiatan, cara penanggulangannya serta cara
pencegahan (preventif). Risiko yang teridentifikasi dan proses pengendaliannya
dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.

Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-
risiko, baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu,
perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan
terjadinya risiko tersebut, misalnya menutup asuransi yang relevan, ataupun
merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal perusahaan
terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik keuangan
yang dapat membalikkan risiko tersebut atau dengan melakukan survey risk
preventions secara terprogram. Risiko tersebut akan selalu dipantau dan dikaji
secara berkala sehingga dengan demikian diharapkan tidak mengurangi nilai
perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari
adanya risiko berbeda di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya
oleh upaya-upaya internal namun tetap harus diperhitungkan dalam pengambilan
keputusan.

Perusahaan dihadapkan pada berbagai jenis risiko yang dapat berdampak pada
kehilangan pendapatan dan kehilangan kepercayaan pelanggan, antara lain:

1. Risiko keuangan seperti kesulitan likuiditas, risiko kredit macet, risiko
investasi, dan sebagainya;

2. Risiko persaingan vyaitu risiko karena semakin meningkatnya kondisi
persaingan yaitu semakin meningkatnya pesaing dalam bidang properti;
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3. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi operasional
kegiatan misalnya kecelakaan, hambatan pembangunan rumah/properti,
bencana ataupun kecurangan;

4. Risiko inefisiensi misalnya inefisiensi sistem, prosedur, teknologi maupun
harga pokok produksi;

5. Risiko eksternal yaitu risiko yang disebabkan oleh pihak luar misalnya
hubungan dengan sertifikakat tanah, PAM, PLN.

Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko adalah
antara lain dengan sikap kehati-hatian, prosedur yang jelas, menutup asuransi,
pengelolaan keuangan, antara lain dengan skala prioritas kegiatan serta
kejelasan perikatan kontrak sehingga melindungi perusahaan secara legal.

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem manajemen risiko perusahaan.
Dewan Pengawas mereviu kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah
dibuat oleh Direksi dan mendorong peningkatan penerapan kebijakan
manajemen risiko.

Manajemen risiko saat ini dilakukan pada strata unit kerja dalam bentuk
masukan, analisa dan pertimbangan atas baik buruknya dan untung ruginya
suatu kebijakan atau pengambilan keputusan perusahaan.

Peran pejabat unit kerja dan karyawan dalam proses analisis risiko pada unit
kerja sangat penting melalui pemahaman risiko-risiko yang berkaitan dengan
kegiatan unit kerja yang dikelola dan menilai celah-celah yang dapat
menimbulkan risiko tersebut, membangun dan memelihara pengendalian melekat
(built-in control) atas setiap kegiatan serta peningkatan kompetensi karyawan.

Perusahaan memiliki komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-
risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan
demikian, apabila pihak-pihak yang relevan melakukan transaksi bisnis dengan
perusahaan diharapkan terdapat imbal balik bahwa mereka juga akan melakukan
pengungkapan yang sama sehingga perusahaan dapat memperkirakan risiko
berbisnis dengan mereka.

E. PENILAIAN KINERJA

Pemilik Modal dan Dewan Pengawas menilai tingkat keberhasilan Direksi dalam
menjalankan perusahaan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang
ditetapkan selaras dengan visi dan misi perusahaan.

Direksi menetapkan indikator kinerja baik aspek keuangan maupun aspek non
keuangan untuk mengukur capaian strategi dan menilai kinerja manajemen
dalam mencapai target-target yang ditetapkan.

Dalam hal perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka perusahaan dapat
memberikan insentif kepada Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan sebagai
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imbalan atas prestasi kerjanya. Pemilik Modal terlebih dahulu menetapkan
besaran imbalan prestasi kerja yang akan diberikan, dalam rangka pelaksanaan
pemberian insentif.

F. BENTURAN KEPENTINGAN

Perusahaan menyadari risiko yang akan terjadi jika benturan kepentingan tidak
ditangani dengan tepat dan bijaksana.

Untuk mencegah konflik kepentingan Direksi dilarang merangkap jabatan
sebagai :

1.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas pada BUMN lainnya,
anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan
dengan pengelolaan perusahaan.

Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat
dan atau Daerah.

Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara
langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan yang dipimpinnya dan
atau yang Dbertentangan dengan  ketentuan-ketentuan  peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas
diperlukan persetujuan dari RPB.

Untuk mencegah konflik kepentingan Direksi harus:

a) Bertindak dengan pertimbangan yang jujur berdasarkan kepentingan
perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan sekelompok orang atau
badan.

b) Menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak mengakibatkan terjadinya
pertentangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan
pribadi atau antara tugas dengan kepentingannya.

c) Menggunakan wewenang dan aset serta informasi yang dipercayakan
kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan
lain.

Untuk mencegah konflik kepentingan, Dewan Pengawas dilarang merangkap
jabatan sebagai:

1.

2.

Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik
swasta, jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

Jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

~
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Larangan mengambil keuntungan pribadi.

Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dilarang melakukan transaksi yang
mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari
kegiatan perusahaan selain gaji dan fasilitas serta uang jasa yang diterima
sebagai anggota Dewan Pengawas yang ditentukan oleh RPB.

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan maka Anggota Direksi dan
Dewan Pengawas serta manajemen menandatangani Pakta Integritas yang
berisi pernyataan tidak adanya benturan kepentingan dan tidak mengamobil
keuntungan pribadi atas jabatan yang diemban.

Selain yang sudah diatur dalam Code of Conduct perusahaan, dalam hal
terjadinya benturan kepentingan maka :

1. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Perusahaan berbenturan
dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan
persetujuan Dewan Pengawas, Perusahaan akan diwakikili oleh anggota
Direksi lainnya.

2. Apabila benturan kepentingan menyangkut semua Direksi, maka perusahaan
diwakili oleh Dewan Pengawas, atau jika tidak ada maka RPB akan menunjuk
seseorang atau lebih untuk mewakiliki perusahaan.

3. Salah satu komite di Dewan Pengawas, melakukan analisa dan identifikasi
penyebabnya.

4. Komite melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk mencari
solusi atas terjadinya benturan kepentingan.

G. PEDOMAN PERILAKU / CODE OF CONDUCT

Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku (Code of Conduct) untuk mengatur pola
hubungan yang sehat dan ber-etika diantara seluruh jajaran perusahaan dan
dengan stakeholders perusahaan, untuk mendukung penerapan good corporate
governance.

Pedoman Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan
yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi
kelompok tersebut.

Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur
yang diyakini jajaran perusahaan sesuai dengan budaya perusahaan.

H. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Sejalan dengan persaingan usaha yang sehat, perusahaan menyadari
sepenuhnya bahwa Undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang
tidak sehat di Indonesia melarang sepenuhnya adanya kesepakatan dan
tindakan yang dapat mengeliminasi atau tidak mendukung persaingan,
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menciptakan monopoli, penyalahgunaan posisi pasar, secara artificial
mempermainkan harga atau hal-hal lain yang mendistorsi pasar.

Perusahaan tidak akan memberikan toleransi pada setiap aktifitas yang
melanggar Undang-undang tersebut yang berlaku pada kegiatan usaha
perusahaan dan anak perusahaan. Untuk itu Perusahaan menghindari segala
bentuk dominasi pasar, harga dan sebagainya yang mengarah pada praktik
monopoli, diskriminasi harga, persekongkolan serta bentuk-bentuk praktik-praktik
tidak sehat dalam bisnis yang bertentangan dengan persaingan usaha yang
sehat.

Perusahaan melarang setiap kegiatan usaha yang dilakukan dengan
kesepakatan, perjanjian, berkaitan dengan rencana atau skema tertentu yang
disepakati baik tersurat maupun tersirat, formal dan informal, dengan pesaing,
pemasok ataupun pihak lain berkaitan dengan harga, syarat-syarat pembayaran,
penjualan, distribusi, wilayah dan pelanggan tertentu.

. HUBUNGAN DENGAN UNIT USAHA / ANAK PERUSAHAAN

Perusahaan bersama-sama dengan unit usaha / anak perusahaan akan
membangun citra yang baik dan berusaha untuk saling membantu dalam
menghadapi persaingan global. Perusahaan akan mengutamakan kebersamaan
sesama anggota holding company serta menerapkan kebijakan untuk
pemakaian produk dan jasa anak perusahaan yang memenuhi persyaratan
kualitas, harga serta ketepatan waktu pengiriman.

Perusahaan memiliki hak untuk untuk mengangkat dan memberhentikan anggota
Direksi dan Komisaris anak perusahaan. Dalam hal Unit Usaha / Anak
Perusahaan belum memiliki unit pengawasan intern maka Auditor Intern
perusahaan selaku pengawas internal perusahaan bertugas untuk melakukan
pemeriksaan di anak perusahaan.
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BAB V

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan,
baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi dan
karyawan serta Pemerintah, Kreditor dan pihak berkepentingan lainnya. ’
Stakeholders yang dibahas dalam bagian ini adalah: pembeli produk perumahan,
pengguna jasa perumahan, pemasok/rekanan, karyawan, pemerintah dan
masyarakat sekitar.

A. PRINSIP PENGELOLAAN STAKEHOLDERS

Perusahaan mengelola stakeholders dengan kesadaran bahwa setiap
keberhasilan yang dicapai karena kinerja perusahaan merupakan Kkinerja
bersama para mitra dan pelanggan di samping stakeholders lainnya.

Perusahaan menghormati hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat
oleh perusahaan dan menjamin keseimbangan kepentingan di antara para
stakeholders dengan cara melaksanakan dan mengembangkan kegiatannya
dengan tetap menghormati kepentingan stakeholders.

B. PELANGGAN

Perusahaan wajib menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah
dituangkan dalam kontrak dan memiliki media yang efektif untuk berkomunikasi
dengan pelanggan.

Perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai hak-hak pelanggan dan
senantiasa mengupayakan secara maksimal kepuasan pelanggan dengan
peningkatan jasa pelayanan melalui pelayanan prima dan inovatif dan harga
yang kompetitif.

Perusahaan memelihara hubungan/komunikasi yang berkelanjutan dengan
pelanggan. Selain itu perusahaan menetapkan prosedur dan mekanisme sebagai
media komunikasi untuk menampung keluhan-keluhan dan pengaduan dari
pembeli produk dan pengguna jasa perumahan, misalnya dengan menyediakan
costumer gathering, kotak saran atau melalui website. Setiap keluhan akan
ditindaklanjuti oleh petugas kepada bagian terkait.

"Kepmen 117 Ps 1 (d).
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C. PEMASOK/REKANAN

Perusahaan menjalin kerjasama dengan pemasok dilandasi itikad baik dan saling
menguntungkan serta dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis.

Perusahaan harus memperlakukan pemasok sebagai mitra strategis dan bukan
hanya sekedar sumber daya perusahaan.

Perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok guna
menjamin ketersediaan material dan jasa yang dibutuhkan.

Perusahaan harus melaksanakan kewajibannya kepada pemasok secara tepat
waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perusahaan bertanggungjawab untuk memperoleh pemasok dengan harga yang
paling menguntungkan dengan tetap memperhatikan etika bisnis yang sehat

Hak-hak pemasok dan rekanan diatur dengan jelas dalam kontrak dan ditunjuk
melalui prosedur pengadaan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan
menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kompetitif dan fair dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Penetapan pemenang tender, pemilihan langsung dan atau penunjukan langsung
harus didukung dengan penilaian yang objektif, kompetitif dan dapat dibuktikan
keabsahannya.

D. KARYAWAN

Perusahaan mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan,
menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya tanpa
memperhatikan latar belakang etnik seseorang atau keadaan khusus lainnya
yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan dan karyawan wajib melaksanakan kesepakatan yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja
Perusahaan. Kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan pegawai telah
dibuat secara tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara
jelas.

Perusahaan berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang dapat memotivasi
kreativitas karyawan, bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang
mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar
belakang kebudayaan seseorang, guna mendukung strategi perusahaan.
Perusahaan telah memperhatikan kondisi kerja pegawai dari segi keselamatan
dan kesehatan kerja. Di samping itu juga program pembinaan rohani dan jasmani
bagi pegawai beserta keluarganya, seperti kegiatan keagamaan, rekreasi/wisata.

Setiap pegawai berhak atas gaiji, cuti, ijin, istirahat, pesangon, pensiun dan hak
lainnya seperti diatur dalam peraturan pegawai. Untuk menunjang kesehatan
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serta meningkatkan gairah kerja, karyawan diberikan bantuan atau asuransi
kesehatan, pengobatan bagi karyawan atau keluarga yang menderita sakit
selama melaksanakan tugas.

Perusahaan harus berupaya meningkatkan keahlian karyawan dengan
memberikan pelatihan dan pengajaran baik internal maupun eksternal secara
berkesinambungan. Program pengembangan keahlian bagi pegawai yang adil
dan transparan yang dilaksanakan secara bertahap, dengan memberikan
pendidikan dan pelatihan kepada pegawai.

Perusahaan mengembangkan:

a) Sistem seleksi penerimaan pegawai ditetapkan dan dilaksanakan dengan
transparan dan adil.

b) Pola karir jabatan pegawai yang diterapkan perusahaan secara adil dan
transparan, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
mengembangkan karir sesuai dengan potensi dan prestasi serta kebutuhan
perusahaan dan pelaksanaannya harus transparan, objektif dan terukur.

c) Sistem penggajian yang adil dan transparan, yang besarnya diatur dalam
ketentuan Perusahaan.

d) Sistem penilaian kinerja pegawai ditetapkan dan dilaksanakan secara
objektif, adil dan transparan melalui penilaian prestasi secara periodik dalam
bentuk Penilaian Kerja Pegawai (PKP).

e) Perusahaan menerapkan sistem reward and punishment sejalan dengan
kebijakan kepegawaian dengan adil dan konsisten tanpa memandang suku,
agama, ras, golongan ataupun jenis kelamin.

Serikat Pekerja merupakan wadah penampung aspirasi karyawan namun
demikian tidak boleh menghambat/menimbulkan konflik dalam pengambilan
keputusan penting yang menjadi wewenang perusahaan. Serikat Pekerja harus
mendukung pengambilan keputusan ke arah pencapaian tujuan perusahaan
secara keseluruhan (value creation).

E. PEMERINTAH

Perusahaan harus memberikan informasi yang akurat secara tepat waktu pada
saat diperlukan (diminta) oleh pemerintah selaku regulator.

Perusahaan berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan telah menjalankan peraturan yang sah dari Pemerintah Pusat dan
Daerah yang terkait dengan bidang usaha perusahaan.

Perusahaan ikut serta membantu pelaksanaan program-program tertentu dari
Pemerintah Pusat atau Daerah, bila sesuai dengan misi perusahaan dan dalam
batas kemampuan perusahaan.
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Perusahaan telah berusaha mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah
untuk memperoleh kesempatan bisnis, sehingga mampu bersaing dengan cara
sehat.

Perusahaan mampu menghindari dari tekanan pemerintah/pihak lain yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan dan prinsip perusahaan yang sehat.

F. MASYARAKAT SEKITAR

Perusahaan harus mempunyai program-program yang berkaitan dengan
tanggung jawab sosial Perusahaan yaitu: Kesejahteraan karyawan, kegiatan
sosial dan bakti masyarakat, peningkatan standar kesehatan, pendidikan dan
keselamatan di tempat kerja dan lingkungan sekitar bentuk partisipasi lainnya.

Direksi melaporkan program-program tersebut dan pelaksanaannya kepada
Dewan Pengawas secara berkala.

Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memberikan masukan atas
program-program tersebut dan memonitor pelaksanaan program-program yang
telah ditetapkan dalam RPB Pemilik Modal.

Perusahaan menyajikan pelaksanaan atas program program yang berkaitan
dengan tanggung jawab sosial dalam Laporan Tahunan.

Perusahaan meningkatkan citra dengan meminimalkan kerusakan lingkungan
akibat kegiatannya dan memperhatikan pengaruh kegiatannya terhadap
lingkungan serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dari masyarakat
sekitar.

Perusahaan ikut serta membantu pelaksanaan program-program tertentu untuk
sosial dan masyarakat dari Pemerintah Pusat atau Daerah, bila sesuai dengan
misi perusahaan dan dalam batas kemampuan perusahaan.
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BAB VI
PENUTUP

PENILAIAN BERKALA PENERAPAN GCG

1. Salah satu dari Direksi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memantau
dan menjaga agar pelaksanaan praktik-praktik GCG ini dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

2. Untuk memudahkan pemantauan, Perusahaan secara berkala harus melakukan
penelaahan penerapan corporate governance untuk memberikan keyakinan
bahwa pengelolaan dan pengawasan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, idependensi dan
kewajaran serta praktik bisnis yang sehat.

3. Penilaian dapat dilakukan secara mandiri (self assessment) maupun oleh pihak
independen yang hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki
kepentingan.

4. Hal-hal yang dinilai antara lain (i) Kepatuhan perusahaan terhadap Pedoman
GCG (ii) Praktik penyelenggaraan yang ada (iii) Kondisi tidak dapat dipenuhi
atau tidak dipatuhi dalam penerapan GCG (iv) langkah perbaikan yang
diperlukan.

KETENTUAN PERUBAHAN

Pedoman GCG ini merupakan wujud komitmen bersama dari organ perusahaan
untuk penerapan yang lebih baik sehingga memberikan nilai tambah bagi
stakeholders. Pedoman GCG ini disusun dengan berlandaskan antara lain UU
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU BUMN No 19 tahun 2002
Keputusan Menteri, PP Perumnas dan kebijakan peraturan lainnya.

Pedoman GCG memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan praktik tata kelola
perusahaan yang baik yang akan menjadi acuan dalam penerapan GCG di
perusahaan. Hal lain yang belum dimuat dalam Pedoman ini tetap mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku sedangkan hal-hal yang
membutuhkan aturan lebih rinci dan teknis akan diatur secara tersendiri.

Pedoman GCG ini akan dikaji dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan
dengan perubahan lingkungan perusahaan. Apabila karena sesuatu hal, baik internal
maupun eksternal menyebabkan praktik-praktik di perusahaan tidak relevan lagi
maka Direktur atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengusulkan
perubahan dan penyesuaian kepada Direksi dan Dewan Pengawas perusahaan.

Pedoman GCG ini dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Perilaku disusun sejalan dengan budaya perusahaan yang diperlukan guna
mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan. Penerapan perilaku dan budaya
Perusahaan bersama-sama dapat menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi

lingkungan kerja perusahaan.

Perum Perumnas menyadari dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan
praktik-praktik yang baik (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan

yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Namun, Perusahaan juga menyadari bahwa setiap Insan Perum Perumnas yang
terdiri dari Karyawan, Direksi, dan Dewan Pengawas memiliki nilai-nilai dasar
perilaku yang beragam, sehingga perlu penyamaan komitmen agar efektivitas dalam

penerapan tata kelola perusahaan dapat tercapai.

Agar setiap Insan Perum Perumnas dapat memiliki petunjuk (guidance) yang sama
dalam bertindak dan berperilaku, selain dibutuhkan pedoman tata kelola
perusahaan, juga diperlukan pedoman perilaku perusahaan (Code of Conduct) yang

berlaku dan harus ditaati.

Pedoman perilaku ini merupakan panduan bagi Insan Perum Perumnas yang
diharapkan akan memberikan kejelasan tindakan yang harus dilakukan sesuai
dengan nilai-nilai korporasi yang telah dibangun. Dengan demikian akan memberikan
manfaat bagi semua Stakeholders yang pada akhirnya akan memenuhi harapan

semua pihak.

Dengan tersusunnya pedoman perilaku, Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas
diharapkan berperilaku sesuai perilaku yang diharapkan perusahaan baik dalam

bentuk ucapan, sikap dan tindakan.
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B. Tujuan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

Pedoman ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi perilaku pada aspek-aspek
etika bisnis perusahaan dan etika kerja, Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas

dalam melaksanakan tugas baik di perusahaan maupun di luar perusahaan.

Pedoman ini juga sebagai bentuk kebijakan perusahaan dalam menghargai dan
menghormati kemajemukan sehingga terjalin kerjasama dan kebersamaan dengan
menciptakan etos dan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif agar produktifitas

dan kualitas terjaga.

Perusahaan berkeyakinan bahwa penerapan sikap dan perilaku yang konsisten

dengan budaya perusahaan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
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BAB Il

PERNYATAAN ViISI, MISI, TUJUAN
DAN TATA NILAI

VISI PERUSAHAAN

“Menjadi pelaku utama dalam penyedia perumahan dan permukiman di Indonesia”

Makna Pelaku Utama berarti : Mampu menjadi market leader dengan minimum 20%
pangsa pasar secara fisik dan memiliki land bank yang terbesar di Indonesia dengan

minimum 20.000 hektar, 20% berada di perkotaan.

Perumahan berarti : Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah

mengacu ketentuan pemerintah.

Permukiman maksudnya : Membangun perumahan dengan skala besar dengan fasilitas

penunjang.

MISI PERUSAHAAN

a. Menyediakan perumahan dan permukiman yang berkualitas dan bernilai bagi
masyarakat.

b. Memberikan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan melalui layanan prima.

c. Mengembangkan dan memberdayakan profesionalisme serta meningkatkan
kesejahteraan karyawan.

d. Menerapkan manajemen perusahaan yang efisien dan efektif.

e. Mengoptimalkan sinergi dengan Pemerintah, BUMN, dan Instansi lain.

TUJUAN PERUSAHAAN

Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dan terjangkau berdasarkan

rencana tata ruang yang mendukung pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

~
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TATA NILAI PERUSAHAAN

Tata nilai perusahaan merupakan faktor pendukung utama di dalam mendukung kinerja
perusahaan, sebab tata nilai perusahaan merupakan norma pengikat dan pemersatu
jalinan kerja para karyawan suatu perusahaan. Tata nilai Perusahaan berperan untuk
mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi manajemen baik di tingkat Pusat,
Regional/Kawasan maupun Cabang agar dalam mengelola sumber daya yang sangat

terbatas dilakukan secara optimal.

Dalam rangka menggapai Visi dan Misi Perusahaan serta melaksanakan Strategi dan
Kebijakan yang ditetapkan Perusahaan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip Good

Corporate Govarnance.
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BAB Il

PEDOMAN ETIKA KERJA

Etika kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh Insan Perum Perumnas
yaitu seluruh karyawan, Direksi, Komite-komite dan Dewan Pengawas Perum Perumnas
dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya Insan Perum

Perumnas selalu berpedoman kepada Etika Kerja sebagai berikut :

A. Memiliki dan Mengamalkan Nilai-Nilai Luhur

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada Stakeholders, setiap Insan
Perum Perumnas wajib menjaga dan mempunyai nilai-nilai kerja yang merupakan
wujud dari Budaya Perusahaan. Budaya perusahaan adalah merupakan pencerminan
seluruh nilai-nilai yang berlaku dan dijalankan perusahaan. Nilai-nilai yang berlaku
dalam perusahaan mampu mengantar perusahaan untuk mencapai Visi dan

menjalankan Misi nya, dan dikenal sebagai 'SPIRIT For Perumnas’ yang dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Service Excellence
- Mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan dalam menunjang
perkembangan perusahaan.
- Bertindak positif dan dinamis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
pelanggan.
- Tanggap dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan.
b. Passion
- Selalu bersemangat tinggi untuk mencapai tujuan.
— Selalu berkeinginan kuat untuk mencapai tujuan.
- Bersikap optimis menghadapi tantangan.
- Antusias dalam pekerjaan.
c. Integrity
- Mengutamakan kepentingan korporasi dari kepentingan yang lain.

- Memiliki komitmen yang tinggi demi kemajuan perusahaan.

~
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- Bermoral baik.
— Jujur dan bertanggung jawab terhadap setiap perkataan dan perbuatannya.
d. Innovative
- Selalu mengupayakan terobosan baru untuk mendapatkan peluang secara
maksimal.
— Berpikir terbuka dan kreatif untuk melakukan perbaikan dan peningkatan.
— Secara kreatif mencari ide baru untuk meningkatkan produk, proses dan
pelayanan.
e. Focus
- Konsisten dalam melaksanakan tugas sesuai dengan skala prioritas.

- Mengerjakan pekerjaannya secara cermat, konsisten dan tuntas.

Selain dari Spirit For Perumnas, maka ada beberapa nilai-nilai luhur lainnya yang

dapat diterapkan sebagai berikut :

— Takwa : Setiap Insan Perum Perumnas wajib bertagwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa dengan menjalankan ajaran agamanya secara konsekuen.

— Keteladanan : Sikap dan tingkah laku setiap Insan Perum Perumnas harus dapat
menjadi panutan yang baik, konsisten, bertindak adil, dan berjiwa besar baik

sebagai pimpinan maupun sebagai karyawan Perusahaan.

— Kerjasama Tim : Menciptakan iklim dimana seluruh Insan Perum Perumnas bisa
berpartisipasi serta berkontribusi dengan menumbuh kembangkan ide,
kreatifitas, dan gagasan banyak orang serta selalu melihat sisi positif dan

manfaat sari setiap ide, gagasan, dan kritik yang disampaikan.

— Kesetiaan / Loyalitas : Insan Perum Perumnas hendaknya rela berkorban dan
berjiwa pengabdian demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Perusahaan, serta
taat terhadap aturan-aturan, kebijakan Perusahaan dan kesepakatan yang

tertuang di dalam perjanjian kerja.
B. Menjaga Reputasi dan Citra Perusahaan

Dalam rangka menjaga citra Perusahaan, seluruh Insan Perum Perumnas diwajibkan

untuk :

~
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2.

1. Meningkatkan kapasitas profesional, baik melalui jalur formal maupun non-formal.

Menjaga perilaku dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang

berlaku.

Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika kesusilaan
serta menghindari perbuatan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi

baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

Menumbuhkan, menjaga, dan mempertahankan nama baik Perusahaan, baik

secara individu maupun kolektif.

Tidak mengkomsumsi obat-obatan terlarang dan/atau minuman keras baik di

dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

. Tidak melakukan dan/atau memfasilitasi perjudian baik di dalam maupun di luar

lingkungan Perusahaan.

C. Melindungi Aset Milik Perusahaan

Aset Perusahaan dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Aset

Perusahaan harus dijaga status kepemilikan dan keberadaannya.

Insan Perum Perumnas yang dipercayakan atas barang bergerak dan tidak bergerak

harus :

Memanfaatkan aset dan sumber daya Perusahaan lainnya secara efisien dan
efektif, serta mendapat perlindungan secara optimal sesuai dengan aturan

penggunaan yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan;

Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk tujuan-tujuan pribadi dan/atau di luar

kepentingan Perusahaan;

Melaporkan setiap kehilangan atau dugaan penyalahgunaan aset Perusahaan

kepada atasan langsungnya.

D. Melindungi Informasi Perusahaan

Setiap Insan Perum Perumnas, sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya

memiliki akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun
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yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, Insan Perum Perumnas
bertanggung jawab untuk :

1. Memastikan seluruh aset informasi Perusahaan dikelola dengan baik;

2. Menjaga informasi Perusahaan yang bersifat rahasia;

3. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada Stakeholders dengan

tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan;

4. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak

berkepentingan.
Insan Perum Perumnas berkewajiban menghindari hal-hal sebagai berikut :

1. Menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama menjabat dan/atau

setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas dan jabatannya;

2. Memanfaatkan dan/atau menggunakan informasi rahasia termasuk dan tidak

terbatas pada teknologi informasi Perusahaan di luar kepentingan perusahaan;

3. Melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan penggunaan hak atas

kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan pengetahuan.

Mematuhi hal-hal tersebut di atas, baik selama yang bersangkutan menjadi Insan

Perum Perumnas maupun setelah tidak menjadi insan Perum Perumnas.

Setiap kelalaian maupun kesengajaan dalam mengabaikan sistem pengamanan sistem
informasi manajemen dan teknologi informasi akan mendapat sanksi yang telah

ditetapkan.
E. Menghindari Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis yaitu adanya
pertentangan kepentingan antara pribadi dan Perusahaan yang secara langsung

maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perusahaan.

Untuk menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan

penyalahgunaan jabatan, perlu diperhatikan hal-hal berikut :

\_ Kl
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1. Insan Perum Perumnas tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau

situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

2. Apabila benturan terjadi, Insan Perum Perumnas wajib memastikan adanya
perlakuan adil kepada Perusahaan dan/atau Stakeholders dengan memberikan
pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti melaksanakan tugas yang

terkait dengan benturan kepentingan tersebut;

3. Insan Perum Perumnas tidak diperkenankan secara tidak wajar menempatkan

kepentingan pribadi di atas kepentingan Stakeholders.
Benturan kepentingan dapat dihindari dengan cara :

1. Mengklarifikasi kapan seseorang berbicara secara pribadi atau sebagai seorang

Insan Perum Perumnas;

2. Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan rahasia bagi

keuntungan pribadi;
3. Menghindari kepentingan keuangan dalam organisasi mitra ataupun rekanan;

4. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan

adanya benturan kepentingan;

5. Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum

kontrak/kesepakatan disetujui;

6. Tidak bekerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki lingkup usaha yang
sama, pesaing, ataupun setiap pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan

kepentingan.

Perusahaan menyadari bahwa tidak mudah bagi setiap Insan Perum Perumnas untuk
membedakan apakah suatu aktivitas boleh atau tidak boleh dilakukan. Apabila
menjumpai dilema tersebut, Insan Perum Perumnas wajib mengkonsultasikannya
pada atasan langsung, dan jika dipandang perlu kepada jenjang jabatan diatasnya.
Penilaian atas timbulnya benturan kepentingan dilakukan dengan pertimbangan yang

wajar dan bijaksana.
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F. Suap

Suap adalah suatu perbuatan memberi/menerima, menjanjikan/dijanjikan sesuatu
kepada seseorang atau pejabat secara ilegal dengan maksud agar dia berbuat atau

tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perusahaan juga melarang segala bentuk pemberian yang material baik secara
langsung maupun tidak langsung, kepada semua pihak eksternal dengan tujuan
mempengaruhi mereka untuk kepentingan Perusahaan, baik untuk mendapatkan

kemudahan, keunggulan bersaing atau untuk mendapatkan prioritas.

Setiap Insan Perum Perumnas dilarang untuk :

1. Melakukan segala bentuk penyuapan yang dilakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung.

2. Menerima suap dalam keadaan dan/atau bentuk apapun.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan

yang berlaku di Perusahaan.

G. Donasi, Jamuan, dan Hadiah

Donasi, jamuan dan hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan praktik
bisnis yang dapat diterima sejauh hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan

Perusahaan.

Perusahaan harus memandang donasi, hadiah, hiburan dikaitkan dengan suatu tujuan
bisnis yang jujur dan tidak boleh dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan atau tindakan. Hal-hal tersebut juga harus dijaga dalam konteks sosial dan

budaya masyarakat yang berlaku.

Direksi menetapkan kebijakan dan prosedur baku menyangkut pemberian kepada

pihak ketiga tersebut.

Pemberian donasi, jamuan dan hadiah tersebut tidak dapat dibenarkan apabila

terdapat kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud mempengaruhi
pengambilan keputusan oleh pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan

kepentingan.
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Donasi

Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar sepanjang sesuai dengan
kebijakan Perusahaan, dalam batas kepatutan, dan untuk tujuan sosial ataupun

amal, seperti donasi untuk bencana alam.

Donasi atau sumbangan yang akan diberikan Perusahaan pada kegiatan masyarakat,

lingkungan dan aktivitas keagamaan sebagai wujud iman dan tagwa.

Donasi tidak diperkenankan untuk kepentingan perseorangan, politik atau kegiatan

partai politik tertentu.

Jamuan

Jamuan yang dimaksud adalah merupakan jamuan bisnis yang bertujuan untuk

menjamu mitra kerja perusahaan.

Penyelenggaraan jamuan harus bersifat wajar dan atas persetujuan dari pihak
manajemen Perusahaan, serta harus dicatat sebagai beban perusahaan berdasarkan

prosedur standar pengeluaran dan pencatatan di Perum Perumnas.

Penyelenggaraan sebuah jamuan bisnis harus diselenggarakan pada tempat-tempat

terhormat dan tidak menimbulkan citra negatif.

Insan Perum Perumnas dilarang menjamu tamu pribadi atas beban keuangan

perusahaan.

Insan Perum Perumnas dapat menerima jamuan dari pihak luar sepanjang tidak

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Hadiah

Insan Perum Perumnas dilarang menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam

bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali :
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Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo / nama perusahaan

pemberi, yang disetarakan dengan nilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Insan Perum Perumnas dapat memberikan hadiah/cinderamata dan entertainment

kepada pihak lain sepanjang :

1. Menunjang kepentingan perusahaan;
2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap;
3. Telah dianggarkan oleh Perusahaan;

4. Apabila hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan

logo/nama Perum Perumnas.

H. Biaya Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan sehubungan kegiatan yang
dilaksanakan oleh pejabat maupun karyawan perusahaan di luar kota atau ke luar

kota yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.

Setiap perjalanan dinas yang dilakukan hanya untuk kepentingan perusahaan dan
tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, golongan atau pihak

lain.

Dalam melaksanakan tugas di luar kantor atau dalam perjalanan dinas, pengeluaran
dicatat sesuai dengan realisasi dan setiap permintaan penggantian biaya atau
melakukan pembebanan biaya perusahaan disertai dengan dokumen yang lengkap

sehingga perjalanan dinas yang tidak benar terhindarkan.

Dalam melakukan perjalanan dinas, Insan Perum Perumnas dilarang :

1. Melakukan perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan keperluan

perusahaan atas beban perusahaan;

2. Membebankan perjalanan dinas anggota keluarga atas beban perusahaan, kecuali
anggota keluarga tersebut melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan

perusahaan dan mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas.

~
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Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perusahaan menjamin hak asasi untuk menyalurkan aspirasi politik Insan Perum
Perumnas sebagai warga negara dalam hal berkumpul, berserikat, berorganisasi dan

menyalurkan aspirasi sosial politiknya.

Namun demikian, Perusahaan memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Insan Perum Perumnas yang menjadi pengurus partai politik, menjadi calon
anggota legislatif dan/atau menjadi anggota legislatif, harus mengundurkan diri

dari perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tidak menggunakan fasilitas dan /atau sumber daya perusahaan untuk

kepentingan golongan / partai politik tertentu.

3. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam

kantor dan tidak menggunakan atribut perusahaan.

4. Tidak bertindak diskrimininatif terhadap Insan Perum Perumnas yang memiliki

pandangan politik yang berbeda.

5. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar

dan ornamen partai politik di lingkungan perusahaan.

Perilaku Pimpinan

Pimpinan Perusahaan juga merupakan bagian dari Insan Perum Perumnas, sehingga
harus tunduk dan patuh terhadap Pedoman Perilaku Insan Perum Perumnas. Di

samping itu, jajaran Pimpinan Perum Perumnas wajib :

1. Memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan terhadap bawahannya dengan
bersikap jujur, profesional dan adil, serta memberikan sikap keteladanan, dan

disiplin dalam bekerja;

2. Mengarahkan kepemimpinan pada perilaku yang jujur, profesional dan tidak

diskriminatif;

3. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan sesama pimpinan, serta menciptakan

suasana kerja yang nyaman dan kondusif;
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4. Menghargai pendapat setiap bawahan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras

dan antar golongan;

5. Memberi kesempatan yang sama dan motivasi kepada bawahan untuk

mengembangkan kariernya;
6. Menghargai hasil kerja dan prestasi setiap karyawannya;
7. Berkomunikasi secara terbuka terhadap bawahannya;

8. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin secara

proporsional dan menindaklanjutinya sesuai Peraturan Perusahaan;
9. Membuka diri terhadap kritik yang membangun dan berusaha memperbaiki diri;

10. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan

kesatuan seluruh karyawan;

11. Menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.
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BAB IV

PEDOMAN ETIKA USAHA

Etika Usaha merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai
acuan Karyawan, Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas untuk berhubungan

dengan Stakeholders dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, segenap Insan Perum Perumnas berpedoman kepada

Etika Usaha sebagai berikut :

A. Tanggung Jawab kepada Menteri BUMN

Komitmen Perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance akan mendorong peningkatan nilai perusahaan bagi Menteri BUMN dan

Stakeholders lainnya melalui upaya-upaya :

1. Perusahaan meningkatkan kinerja dalam rangka menghasilkan nilai yang maksimal

bagi Menteri BUMN;
2. Menumbuhkembangkan Perusahaan dan menjaga kesinambungan usaha;

3. Mengelola investasi Menteri BUMN melalui tingkat pengembalian

investasi/dividen yang wajar;
4. Memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;

5. Dalam menjalankan perusahaan senantiasa menegakkan transparansi, kejujuran,

dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

B. Hubungan dengan Karyawan

Perusahaan memandang bahwa karyawan adalah merupakan aset dan mitra utama
bagi Perusahaan, sehingga Perusahaan berkomitmen untuk mengelola hak, kewajiban

dan kompetensi karyawan dengan sebaik-baiknya.

~
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Kebijakan Perusahaan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan menghormati hak asasi karyawan serta hak dan kewajiban karyawan

sesuai ketentuan perundang-undangan, dan PKB;

. Dalam setiap kebijakannya, Perusahaan menghindari perlakuan diskriminatif

terhadap karyawan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, status
perkawinan, kecacatan fisik, dan penggolongan-penggolongan lain yang dilarang

oleh peraturan perundang-undangan;

. Perusahaan memastikan bahwa setiap kinerja positif selalu memperoleh imbalan,

dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang

berlaku di Perusahaan;

. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemampuan

profesional karyawan, baik berupa peningkatan keahlian teknis maupun non teknis

(soft-skills);

. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja dan

pengembangan karir yang fair kepada seluruh karyawan;

. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja yang terbuka,

partisipatif, dan komunikatif diantara karyawan dan antara karyawan dengan
Manajemen, sehingga dapat menumbuhkan sinergi dan iklim kerja sama di

Perusahaan;

. Perusahaan memastikan diterapkannya prosedur kesehatan dan keselamatan

kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Tanggung Jawab terhadap Pelanggan

Kesuksesan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis
serta produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, perilaku etis, profesional,

nama baik, dan hubungan saling percaya.
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Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus mengembangkan
budaya pelayanan yang profesional dengan selalu berusaha mengutamakan kepuasan
pelanggan serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan

bagi kedua pihak.

Perusahaan berusaha memahami kebutuhan pelanggan serta berupaya untuk

senantiasa :

1. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang dijual kepada
pelanggan, termasuk di dalamnya pemenuhan standar spesifikasi, ketepatan

waktu penyerahan serta harga yang wajar dengan pelayanan yang optimal;

2. Mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap produk atau jasa yang dijual

kepada pelanggan;

3. Dalam setiap interaksi dengan pelanggan, selalu mengutamakan kepuasan
pelanggan, sejak dari awal perencanaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan sampai

dengan tahap purna jual;

4. Memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara transparan, akurat,

dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak, dan kewajibannya;

5. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen tertulis

berdasarkan itikad baik serta saling menguntungkan;

6. Memastikan bahwa promosi produk/jasa Perusahaan dilakukan secara transparan

dan tidak menyesatkan publik.

. Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa

Prinsip-prinsip hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa adalah
terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, dan ekonomis,
sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan berkualitas

sesuai dengan persyaratan teknis yang diinginkan.

~




IE‘ P E R U M NAS Code of Conduct

-

Pemasok merupakan mitra usaha penting bagi perusahaan. Perusahaan menerapkan
kepentingan yang seimbang dengan pemasok melalui informasi yang terbuka
mengenai pengadaan barang/jasa kepada calon pemasok dan memberikan perlakuan
yang sama bagi semua calon pemasok.

Insan Perum Perumnas berkomitmen untuk :

1. Menghindari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);

2. Melaksanakan prosedur lelang sesuai dengan kebijakan maupun Standar

Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa;

3. Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

4. Mencegah terjadinya mark-up harga;

. Tanggung Jawab Terhadap Kreditur

Perusahaan bekerja sama dengan kreditur dalam memperoleh dana untuk
meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan yang akan digunakan untuk

mengembangkan usaha. Dalam hal itu, Perusahaan berkomitmen untuk :

1. Senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada Bank, lembaga
keuangan, pemegang obligasi dan kreditur lainnya secara benar, akurat, dan

menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya;

2. Menggunakan dana yang diperoleh dari kreditor secara amanah, transparan, dan

tepat guna;

3. Memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian dengan pihak

Kreditur.
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F. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Perusahaan menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki komitmen sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan aktivitas usaha, berusaha mengurangi seminimal mungkin

dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

2. Mendukung program Pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global,

dengan melakukan program penghematan energi dan sumber daya alam;

3. Berkomitmen untuk turut menjaga warisan budaya dan mendorong anak

perusahaan serta para rekanan memiliki komitmen yang sama;

4. Menghormati peraturan hukum, nilai-nilai lokal, dan norma-norma yang berlaku di

wilayah dimana Perusahaan melakukan usaha;

5. Turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan dan perbaikan

lingkungan, baik secara moral maupun finansial.

G. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundang-Undangan

Perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi segala produk hukum atau

peraturan yang berlaku dalam kegiatan Perusahaan berupa :

1. Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam seluruh

aktivitas usaha Perusahaan;

2. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat
dalam setiap perselisihan dengan pihak lain, menempuh jalur hukum bila
musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, dan menghormati hasil dari proses

hukum tersebut;

3. Melarang seluruh Insan Perum Perumnas melakukan kegiatan yang bertentangan

dengan hukum dan peraturan perundangan;
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4. Melarang transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga berasal dari

kegiatan pencucian uang (money laundring);

5. Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang

lengkap dan relevan kepada penegak hukum.

. Persaingan Usaha yang Sehat

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan persaingan usaha yang

sehat, yang antara lain diwujudkan dengan :

1. Menciptakan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas agar tetap bertahan

dan unggul dalam persaingan usaha;

. Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar atau persekongkolan

dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan

mengorbankan kepentingan konsumen;

. Mendukung perilaku kompetitif yang sehat dan menunjukan sikap saling

menghargai antar pesaing;

. Mencegah upaya atau partisipasi pada pembayaran-pembayaran yang tidak wajar

atau penggunaan praktek-praktek yang tidak terpuji untuk dapat

mempertahankan keunggulan bersaing;

. Menghargai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual dengan tidak mencuri dan

memanfaatkan informasi usaha secara ilegal.

. Pengungkapan Informasi Keuangan

Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan :

1. Menyusun dan memaparkan laporan-laporan dan informasi yang relevan untuk

publik sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku;

~
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. Menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang memadai untuk

mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan

Perusahaan;

. Memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat, baik dalam hal jumlah

maupun klasifikasi, di dalam pembukuan Perusahaan;

. Tidak membuat laporan keuangan ganda untuk tujuan apapun;

. Pengungkapan secara penuh (full disclosure) dalam laporan keuangan dan

pemberitahuan kepada Menteri BUMN jika terdapat transaksi dengan pihak yang

memiliki hubungan istimewa;

. Tidak memberikan toleransi terhadap setiap penyajian pelaporan keuangan yang

menyesatkan.

~
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BABV

PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU

A. Sosialisasi Pedoman Perilaku

Direksi dan Dewan Pengawas berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman ini ke
seluruh jajaran Insan Perum Perumnas di Perusahaan, termasuk kepada karyawan-
karyawan baru. Setiap Insan Perum Perumnas dapat meminta penjelasan kepada
atasan langsungnya apabila terdapat ketidakjelasan pedoman ini dengan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya.
B. Pernyataan Kepatuhan Insan Perum Perumnas

1. Pernyataan kepatuhan ini didokumentasikan oleh Direksi dan Divisi Personalia dan
Sumber Daya Manusia (PSDM) sebagai bagian dari dokumen kesepakatan antara

Perusahaan dengan Insan Perum Perumnas;

2. Setiap Insan Perum Perumnas menerima satu salinan Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah
menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Pedoman Perilaku (Code of

Conduct);

3. Surat pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani apabila terjadi

perubahan Pedoman Perilaku.
C. Saluran Pengaduan Masalah

Setiap Insan Perum Perumnas bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran
terhadap pedoman perilaku ini. Penegakkan Pedoman Perilaku merupakan komitmen

bersama dan tanggung jawab setiap Insan Perum Perumnas.

Laporan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas/

Direksi/Pimpinan Unit Kerja yang membidangi masalah PSDM untuk ditindaklanjuti.
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Perusahaan akan melindungi dan menjamin kerahasiaan Insan Perum Perumnas yang

telah melaporkan pelanggaran.

. Sanksi terhadap Pelanggaran Pedoman Perilaku

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku Perusahaan ini dilakukan

sebagai upaya menegakkan Pedoman Perilaku Perusahaan.

Sanksi dikenakan terhadap setiap insan Perum Perumnas yang terbukti melakukan

pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan.

Pengenaan sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai

kebijakan Perusahaan.

~




IE‘ P E R U M NAS Code of Conduct

-

DAFTAR ISTILAH

1. Aset = Aktiva tetap perusahaan, yaitu baik yang bergerak

dan maupun yang tidak bergerak.

2. Aset Informasi = Semua informasi yang dikumpulkan,
diklasifikasikan dan disimpan dalam berbagai
media penyimpanan dan memiliki nilai bagi

perseroan.

3. Benturan Kepentingan Situasi/kondisi yang  memungkinkan  Insan
perusahaan memanfaatkan kedudukan dan
wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan
untuk kepentingan pribadi, keluarga atau

golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak

dapat dilakukan secara objektif.

4. Code of Conduct = Pedoman perilaku yang berisi pernyataan
mengenai aturan-aturan, apa yang harus dan apa

yang dilarang untuk dikerjakan.

5. Donasi = Sumbangan.

6. Diskriminasi = Perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang

seseorang atau suatu kelompok.

7. Etika = Sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh
sekelompok orang sebagai suatu standar perilaku

kelompok tersebut.

8. Etika Kerja = Norma-norma atau nilai-nilai yang harus dipatuhi
oleh para karyawan dalam melaksanakan

pekerjaan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Etika Usaha

Good Corporate

Govarnance
Infrastruktur
Insan Perum

Perumnas

Kekayaan Intelektual

Kreditur

Pencucian Uang

(Money Laundring)

Property

Soft Skills

Stakeholders

Norma-norma atau nilai-nilai yang harus dipatuhi

perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan
usahanya.
Komitmen, aturan main, serta praktek

penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Perangkat pendukung.

Segenap Karyawan, jajaran manajemen, Dewan
Direksi, dan Dewan Pengawas yang bekerja di

lingkungan Perum Perumnas.

Hak vyang secara hukum melekat pada
nama/merek, media cetak/rekam, dan penemuan

tertentu.

Pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam

bentuk pinjaman.

Tindakan menyamarkan dana yang diperoleh
secara ilegal sehingga seolah-olah merupakan

penghasilan yang sah.

Terminologi legal yang merujuk kepada tanah dan
segenap bangunan permanen yang berdiri di

atasnya.

Keahlian yang bersifat non teknis, seperti

kepemimpinan.

Pihak-pihak secara langsung atau tidak langsung
menerima keuntungan atau menderita beban

yang disebabkan tindakan-tindakan perusahaan.

~
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19. Standar Operating = Serangkaian langkah-langkah/tindakan/aturan

Procedure yang telah terstandarisasi atas suatu kegiatan
operasi.

20. Supplier = Pemasok.

21. Suap = Adalah suatu perbuatan memberi/menerima,
menjanjikan/dijanjikan sesuatu kepada seseorang
atau pejabat secara ilegal dengan maksud agar dia
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
pekerjaan yang bertentangan dengan
kewajibannya.

22. Trend = Kecenderungan.

23. Tata Ruang Kota = Rancangan pembangunan phisik atau wilayah,
yang meliputi pembagian lokasi-lokasi dalam
wilayah tersebut sesuai dengan peruntukkannya.

24. Teknologi Informasi = Rancangan pengembangan, penerapan dan
pengelolaan sistem informasi yang berbasis
komputer, terutama dalam bentuk aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer.

25. Pihak Eksternal = Pihak-pihak di luar perseroan

26. Perusahaan = Badan hukum vyang didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya.
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Lampiran 1

PERUM PERUMNAS
Pedoman Etika Usah dan Tata Perilaku (Code of Conduct)

SURAT PERNYATAAN INSAN PERUM PERUMNAS

Dengan ini saya menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Etika Usaha
dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perum Perumnas tanggal (efektif)
................................................ dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang

tercantum di dalamnya dan menerima sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

(Nama, Tanda Tangan dan Jabatan)
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SPI Charter
DAFTAR ISI
Halaman
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1. Pendahuluan 1
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3. Misi SPI 2
4, Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi SPI 2
5. Peran SPI 3
6. Ruang Lingkup 3
7. Independensi 4
8. Responsibilitas 6
9. Akuntabilitas 6
10. Wewenang 7
11. Pelaporan 8
12. Hubungan dengan Audit 8
13. Hubungan dengan Auditor Eksternal 9
14. Hubungan dengan Komite Audit 9
15. Tanggung Jawab Manajemen 9
16. Wewenang Manajemen 9
17. Kode Etik Audit 9
18. Peningkatan Kualitas SPI 10
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1. Pendahuluan

Dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan
pengawasan yang mengacu pada prinsip Good Corporate Governance yang
merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam

sistem pengelolaan yang sehat.

Untuk lebih meningkatkan nilai perusahaan Perum Perumnas, maka pelaksanaan
Good Corporate Governance harus dimulai di seluruh lingkungan unit kerja Perum
Perumnas diantaranya dengan menerbitkan Piagam Satuan Pengawas Intern

(SPI Charter).

Fungsi SPI baik sebagai pengawas dalam operasional dan aktivitas perusahaan,
independent appraisal yang menguji dan menilai aktivitas—aktivitas korporasi,
sebagai konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang
berkaitan dengan praktek manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan
praktek Good Corporate Governance, juga sebagai katalisator dalam upaya
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Di samping itu, ikut mewujudkan Good

Corporate Governance di Perum Perumnas.

Piagam SPI ini menggambarkan Visi dan Misi SPI, kedudukan SPI, peran SPI, ruang
lingkup aktivitas SPI, independensi SPI, responsibilitas, akuntabilitas, wewenang SPI,
pelaporan, hubungan dengan auditan, hubungan dengan auditor eksternal,
hubungan dengan komite audit, tanggung jawab manajemen terkait dengan
pekerjaan SPI, wewenang manajemen, kode etik audit serta jaminan mutu

(Quality Assurance).
2. Visi SPI

Visi SPI Perum Perumnas :

“Menjadi pemeriksa yang memiliki profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai
tambah kepada perusahaan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan mendapat

pengakuan luas dari mitra kerja”

N\ B
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3. Misi SPI

Misi SPI dan Sasaran:

Dibentuk dengan misi utama untuk membantu Direktur Utama Perumnas dalam

memenuhi kewajibannya memastikan pencapaian tujuan operasional perusahaan.

Untuk mencapai misi ini, SPI melakukan review dan evaluasi terhadap proses

pengendalian operasi, pengelolaan risiko, dan Good Corporate Governance.

SPI melakukan pemeriksaan dan memberikan saran untuk meningkatkan proses

pengendalian kegiatan operasional.

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SPI

Kedudukan

Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai kedudukan langsung berada di bawah

Direktur Utama.

Satuan Pengawas Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawas Intern

(Ka. SPI).

Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur

Utama.
Tugas Pokok dan Fungsi
a. Melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja di semua Bagian serta Seksi di
Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Perum Perumnas dan anak perusahaan;

b. Melakukan audit khusus dan audit untuk tujuan tertentu yang ditugaskan

Direktur Utama;
c. Menyusun dan menyiapkan rencana program kerja pengawasan dan
pemeriksaan bidang umum, operasional dan keuangan;

d. Melaksanakan pengawasan secara teratur dan berlanjut sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atas pelaksanaan semua kebijakan

perusahaan;

~




Iﬂ‘ P E R U M N AS SPI Charter

-

e. Melaksanakan penilaian mengenai penyelenggaraan administrasi organisasi
dan tata kerja, personil, materil, keuangan, peraturan, humas, pengamanan

dan pengolahan data;

f. Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan operasional dan

pengembangan usaha;

g. Melaksanakan penilaian terhadap sistem pengendalian dan pengamanan

kekayaan, pendapatan dan biaya perusahaan serta pelaksanaannya;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
i. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil audit serta penyelesaian tindak lanjut;

j. Melakukan penilaian, evaluasi dan konsultasi secara independen kepada
Direksi dan manajemen atas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan
pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG), yang bertujuan untuk memberikan

nilai tambah dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan;

k. lkut mewujudkan tata kelola perusahaan di Perum Perumnas.

5. Peran SPI

Peran SPI Perum Perumnas dalam memberikan jasa kepada manajemen dan
membantu korporasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku dengan melaksanakan :

a. Mengidentifikasi masalah-masalah penting dan risiko-risiko yang dihadapi

korporasi;

b. Melaporkan dan menyarankan sejauh mana pelaksanaan operasional korporasi

telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian.

6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup aktivitas kegiatan SPI meliputi hal-hal sebagai berikut :
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Memastikan bahwa sistem pengendalian perusahaan telah memadai, bekerja secara
efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang diinginkan;

Menguji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur (standard
operating procedures), dan sistem-sistem yang ada, untuk memberikan keyakinan

bahwa infomasi yang dihasilkan dapat diandalkan, dan telah sesuai dengan peraturan;
Mereview dan menilai efektivitas dan kecukupan pengendalian keuangan dan
administrasi;

Mengevaluasi kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional;

Menilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan
perusahaan;

melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan
tersebut diatas, seperti, penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan,

kecurangan dan pemborosan.

Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan

kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang

melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan

sumber daya SPI.

7. Independensi

SPI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk mewakili Direktur Utama dalam bidang

audit dan pengendalian internal antara lain :

a.

b.

C.

Dalam melakukan pekerjaannya Auditor Intern harus independen terhadap

aktivitas yang sedang diaudit.

Auditor Intern dilarang mempunyai rasa keberpihakan, ketakutan serta ambisi
yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga

dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.

Auditor Intern mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi, agar dapat
berkerjasama dengan Auditan dan melakukan audit tanpa campur tangan pihak

manapun.
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. Auditor Intern harus obyektif dalam melakukan kegiatan audit, dan dilarang

menyerahkan pendapatnya kepada pihak lain, selain kepada Direksi.

Auditor Intern harus jujur dalam melaksanakan pekerjaannya agar kualitas

pekerjaannya terbebas dari unsur kompromi.

Auditor Intern dilarang ditempatkan pada situasi di mana mereka tidak dapat
membuat keputusan yang obyektif. Oleh karena itu, jika memungkinkan
penugasan staf untuk melakukan audit di suatu Bagian harus dilakukan rotasi
secara periodik

Tidak mempunyai kepentingan pribadi pada bagian yang diaudit atau dengan
Auditan.

. Auditor Intern tidak boleh terlibat dalam suatu tim operasional (misalnya

pembuatan kebijakan dan prosedur operasional, pelaksanaan suatu program,
proyek dan kegiatan operasional lain), yang akan mempengaruhi independensi

Auditor baik secara personal maupun lembaga dalam melakukan pemeriksaan.

Keterlibatan Auditor Intern dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan
suatu kegiatan operasional terbatas sebagai narasumber di bidang sistem

internal control, risk management dan corporate governance.

Apabila manajemen Lini menghendaki Auditor Intern melakukan pekerjaan di
luar kegiatan audit (non audit work), maka Manajemen Lini harus menyadari
bahwa dalam hal ini Auditor Intern tidak bertindak dalam kapasitas sebagai

seorang Auditor Intern.

Auditor Intern dilarang menilai operasional (Regional/Cabang/Satuan
Kerja/unit kerja opersional lainnya) di mana Auditor Intern tersebut memiliki

keterlibatan operasional dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Auditor Intern yang terlibat aktif dalam siklus pengembangan sistem atau
system development life cycle (menjadi anggota tim proyek teknologi sistem
informasi) dilarang mengaudit aplikasi yang dikembangkannya dalam 2 (dua)

tahun terakhir.

m. Auditor Intern tidak boleh memiliki pertentangan kepentingan dengan Auditan.

~
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n.

0.

Auditor Intern tidak boleh memiliki kepentingan tertentu dengan bagian yang

diaudit atau Auditan.

Auditor Intern perlu dirotasi untuk mengaudit Unit Kerja lain setelah yang
bersangkutan melakukan audit pada Unit Kerja yang sama selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut.

Untuk menjaga independensi, anggaran SPl Perwakilan dibebankan ke SPI

Kantor Pusat.

8. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tanggung jawab dari SPI antara lain :

a.

Menyusun rencana kerja audit tahunan (annual audit plan) termasuk

anggarannya dengan berkonsultasi kepada komite audit;

. Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang telah disepakati, termasuk

penugasan khusus dari Direktur Utama dan Komite Audit;

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang

diperiksa pada semua tingkat manajemen;

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan

yang telah direkomendasikan;

Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara profesional.

9. Akuntabilitas

Akuntabilitas Kepala SPI yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, antara lain :

a.

b.

Mempresentasikan atau melaporkan rencana kerja audit tahunan (annual audit
plan) termasuk anggarannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit untuk
mendapat persetujuan;

Melaporkan atau menyajikan informasi tentang status dan hasil pelaksanaan
annual audit plan secara periodik (bulanan, triwulanan, atau kuartalan) kepada

Direktur Utama;

~
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c. Melaporkan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses-proses

pengendalian internal.

10. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya, wewenang SP| Perumnas

adalah :

a. Dapat memperoleh informasi dari seluruh karyawan Perum Perumnas. SPI
berhak melihat dan menerima semua dokumen, meminta keterangan dari setiap
karyawan dan pihak ketiga yang terkait, serta meninjau seluruh gedung, fasilitas,

serta aktiva Perum Perumnas yang berkaitan dengan penugasan audit intern.

Setiap karyawan Perum Perumnas berkewajiban memberikan informasi yang

diperlukan oleh SPI untuk bekerja secara efektif.

b. Menguji, memeriksa, dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan,
keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan
dokumen Perum Perumnas, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi (asset,

kewajiban, modal dan perhitungan laba/rugi) serta sumber daya manusia.

¢. Mengalokasikan sumberdaya Pemeriksa, seleksi auditan, ruang lingkup dan

jadwal pemeriksaan, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu.

SPI memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga ahli untuk

menghasilkan pemeriksaan yang berhasil guna.

d. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direkur Utama, dan

berkoordinasi dengan Dewan Pengawas melalui Komite Audit.

e. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan

audit dari SPI dan external auditor yang dilaksanakan oleh Auditan.

f. Memberikan masukan pada System Development Life Cycle (SDLC) tentang sistem
internal control dan risk management. Keterlibatan auditor dalam SDLC harus
mendapat supervisi dari fungsi Pemgembangan Sistem Aplikasi Audit Intern

Bidang TSI. Keterlibatan Audit Intern dalam system development life cycle tidak

~
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11.

12.

diartikan bahwa Audit Intern telah menerima secara mutlak sistem tersebut.
Perkembangan bisnis perusahaan dan teknik kontrol yang memungkinkan Audit

Intern untuk mengaudit sistem tersebut.

g. Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Intern serta ruang
lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal / internal

dan kebutuhan Audit Intern Perum Perumnas

h. Menetapkan competency profile dan key performance indicator Audit Intern
dalam rekruitmen / seleksi, promosi, rotasi dan pendidikan profesional yang

dilakukan terus menerus (continuous improvement).

i. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direkur Utama, dan

berkoordinasi dengan Dewan Pengawas melalui Komite Audit.

Pelaporan

Pelaporan hasil pengawasan internal, penilaian, evaluasi dan kegiatan pemberian
jasa konsultasi yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada manajemen dalam

bentuk tertulis atau lisan di dalam rapat formal ataupun melalui mekanisme lainnya.

Laporan yang dikeluarkan oleh SPI harus mencantumkan tanggapan obyek audit

apabila terjadi perbedaan pandangan antara auditor SPI dengan auditan.

Laporan hasil pengawasan internal disampaikan kepada Direktur Utama dan
tembusan Laporan disampaikan kepada Komite Audit dan pihak lain yang dianggap

tepat.

Hubungan dengan Auditan

Untuk menjaga obyektivitas dan independensi SPI, maka untuk setiap kegiatan
audit, pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas atau unit kerja yang diaudit
(audited) harus diberi kesempatan untuk membahas tujuan dan ruang lingkup audit
sebelum pelaksanaan audit dimulai dan membahas serta mengklarifikasi temuan

dan usulan rekomendasi yang diajukan.

~




Iﬂ‘ P E R U M N AS SPI Charter

-

13.

14.

15.

16.

17.

Hubungan dengan Auditor eksternal

Hubungan SPI dengan auditor eksternal pada intinya adalah menjalin kerja sama
dalam rangka mencapai hasil kerja yang optimal misalnya mengurangi kemungkinan
duplikasi/tumpang tindih audit dan menjamin koordinasi yang baik. Pembahasan

hasil temuan auditor eksternal dengan manajemen harus didampingi oleh SPI.
Hubungan dengan Komite Audit

SPI harus membina hubungan dengan Komite Audit sebagai lembaga yang
memfasilitasi saluran komunikasi di antara para auditor, khususnya antara auditor
internal dengan auditor eksternal. SPI menyampaikan tembusan laporan-laporan
hasil pekerjaan SPI seperti laporan hasil pengawasan internal, laporan realisasi

rencana kerja audit tahunan, dan laporan-laporan lainnya kepada Komite Audit.
Tanggung Jawab Manajemen

Tanggung jawab yang terkait dengan tugas SPl yaitu tanggung jawab terhadap
pengendalian risiko dan pencegahan kecurangan, tetap ada pada manajemen,
meskipun SPl bertugas mereview manajemen risiko dan melakukan audit.
Manajemen juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil

temuan SPI.

Wewenang Manajemen

Wewenang manajemen dalam hal membuat kebijakan, sistem, dan prosedur yang

memadai serta melakukan tindakan koreksi atas hasil temuan SPI.

Kode Etik Audit

a. Pemeriksa harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam

melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.

b. Pemeriksa harus menunjukan loyalitas terhadap organisasinya atau pada pihak yang
dilayani. Namun demikian Pemeriksa tidak boleh secara sadar terlibat dalam

kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
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Pemeriksa tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan kegiatan

yang dapat mendiskreditkan profesi Pemeriksa atau mendiskreditkan Perusahaannya.

Pemeriksa harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik
dengan kepentingan Perusahaannya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan
prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan

memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif.

Pemeriksa tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien,
pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis Perusahaannya, yang dapat atau patut

diduga dapat mempengaruhi pertimbangan professional.

Pemeriksa hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan

kompetensi professional yang dimilikinya.

Pemeriksa harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar

professional Auditor Internal.

Pemeriksa harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang

diperolah untuk pelaksanaan tugasnya.
Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi rahasia :

i. untuk mendapatkan keuntungan pribadi,

ii. secara melanggar hukum, atau

iii. yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaannya.
Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Pemeriksa harus mengungkapkan semua fakta-
fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat :

i. mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview, atau

ii. menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
Pemeriksa senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas

pelaksanaan tugasnya. Pemeriksa wajib mengikuti pendidikan professional

berkelanjutan.

Pemeriksa tidak diperbolehkan ikut sebagai Pengurus Serikat Pekerja.

18. Peningkatan Kualitas SPI

Dalam rangka menjamin tingkat kualitas kerja SPI yang profesional dan konsisten,

yang terkait dengan metode review, sistem pelaporan, standar ketepatan waktu,
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sistem evaluasi kinerja anggota SPI diperlukan peningkatan kompetensi SDM secara

berkesinambungan.

Menyetujui

Ketua Dewan Pengawas/Komite Audit,

( Zulfi Syarif Koto )

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Juni 2010

Kepala Satuan Pengawasan Intern

( Syahrial )

Mengetahui

Direktur Utama,

( Himawan Arief Sugoto )
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Daftar Isi

Bagian Pertama

Bagian Kedua

Bagian Ketiga

Bagian Keempat

Bagian Kelima

DAFTAR ISI

Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Visi, Misi dan Tujuan Perum Perumnas

C. Maksud dan Tujuan

Pembentukan dan Keanggotaan Komite Audit
A. Pengertian

B. Struktur Komite Audit

C. Ketentuan Jabatan

Fungsi, Tugas dan Kewenangan, Tanggung Jawab
A. Fungsi

B. Tugas

C. Kewenangan

D. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Lingkup Pekerjaan

A. Laporan Keuangan

B. Usulan Auditor Eksternal

C. Supervisi Audit

D. Pengendalian Intern

Kode Etik dan Mekanisme Rapat

A. Kode Etik
B. Rapat
C. Llain-Lain

Pengesahan Piagam Komite Audit

Halaman

Yo} 0o 0o 0o (o] ~ ~N [e)] )] )] B £ £~y £y w N = = -

S e e
(O N N N N

~




Committee Audit Charter

=

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Perum Perumnas (selanjutnya disebut Perusahaan) slebat
Negara (BUMN) wajib memenuhi semua peraturan dan |kete
oleh Pemerintah dalam menjadahkmnrasgkannedmipaesdl
manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerjanya s
dan fungsinya, Perusahaan wajib mengelola kegiatan us:
berdaya guna, berhasil guna dan dengan meurtdahigaerjatur
yang berB&klain itu, sebagai BUMN, Perusahaan ditunftut 1t
sepenuhnya prinsip tata kelola pgowslakbaamoyateg goavi&riganc
agar operasi Perusahaan dapat dijalankan dan dikKelol
akuntabel, bertanggung jawadn waj@apende

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral d¢
menerapi(aod corporate goWPermrmandan fungsinya sangat me

Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasannya.

Untuk membatasugtasgasomite Aadidalamkmenjalankan| tug
tersebut diperlukan adanya Piagam Komite Audit yang d
Pengawas. Piagam ini dimaksudkan untuk menjadi acdan ¢
Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

ketewman peraturan yang berlaku, yaitu

1. Undanmgdang RI No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Junji 20
Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada Bab VI
kewajiban Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN untuk
Audit;

2. Peratumaemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang |Peru
(Perum);

)
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